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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai 

peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang 

dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. 

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan 

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk 

batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi 

mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

1. Aset; 

2. Kewajiban; 

3. Ekuitas dana; 

4. Pendapatan; 

5. Belanja; 

6. Transfer; 

7. Pembiayaan; dan 

8. Arus kas. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk 

membiayai seluruh pengeluaran; 

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan 

alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-

undangan; 



Laporan Keuangan 
SKPD BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Tahun Anggaran 2024 

 

2 
 

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam 

kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 

periode pelaporan. 

 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 55 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3970); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4022); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 

Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan 

Otonomi Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Belanja Penunjang Operasional Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional;  
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan perubahannya; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas 

Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) 

29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tabel 

Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada 

Entitas Pemerintah Pusat; 

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi  Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 

2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 

57); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2023 Nomor 6); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2024 Nomor 4); 

35. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2023 Nomor 65); 
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36. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2024 Nomor 2); 

37. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6); 

38. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pergeseran Ketiga Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 8) 

39. Peraturan Bupati Landak Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 21); 

40. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 

62); 

41. Peraturan Bupati Landak Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 75); 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET 

KINERJA APBD 

2.1 Ekonomi Makro 

Meski  sempat  mencatat  pertumbuhan negatif  saat  diterpa badai  pandemi Covid-

19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukan resiliensi dan beranjak pulih 

lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda 

perbaikan. Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga 

internasional telah mengkoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas 

resesi terus menurun. 

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta 

suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali 

membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan 

zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang 

terus muncul. 

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap 

bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran 

berbagai  kebijakan  dan strategi  konstruktif  yang diambil Pemerintah, salah satunya 

melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju 

ekonomi nasional. 
Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 

yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka 
tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali 
mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. “Artinya dibandingkan dengan Desember tahun 
lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01% (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, 
ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-
covid yang rata-rata sebesar 5%. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa 
pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
Triwulan IV Tahun 2022, Senin (6/02). 

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh 
kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 
14,93% (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25% (yoy) dengan didorong oleh kenaikan 
impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai 
kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (yoy)  seiring dengan  pertumbuhan  PMTB 
sebesar 3,33%  (yoy)  dan  Konsumsi LNPRT sebesar 5,70% (yoy). Meski demikian, 
Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (yoy). 

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di 

Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan 

pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (yoy) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan 

Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy) yang didorong oleh peningkatan 

mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun 

wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga 

mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (yoy)Secara spasial, seluruh wilayah di 

Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau  Jawa  sebagai  kontributor  perekonomian  

nasional  mampu  tumbuh  tinggi 56,48% (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04% 

(yoy) dan Kalimantan 9,23% (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (yoy) serta Maluku 
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dan Papua juga tumbuh 2,50% (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi 

terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri. 

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang 

pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan 

domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada Tahun 2023, tercermin 

dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang 

masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Menko Airlangga. 

 

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan 

terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, 

ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, 

nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap 

PDB dalam level aman. “Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi 

pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, 

penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor 

utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor 

yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tegas Menko Airlangga. 

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti: 

1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K 

(Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi 

yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi 

masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar 

(PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya. 
2. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri 

dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan 
memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor 
pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan). 

3. Meningkatkan  diversifikasi  pasar  ekspor  ke  negara-negara  dengan  potensi 
pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan 
internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat 
Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral. 

4. Transformasi   ekonomi   terus   dilanjukan   untuk   meningkatkan   investasi, mendorong 

produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. 

Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan  kepastian  dan  keberlanjutan  

investasi  yang  umumnya  bersifat jangka panjang. 

5. Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-

Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan 

memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu,  akan 

dilakukan  pengaturan kembali  Devisa  Hasil  Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib 

DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi. 

6. Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual 

komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus 

dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus 
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ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, 

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan Electric Vehicle sebagai tren kendaraan 

masa depan. 

7. Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan 

dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (reskilling & upskilling), 

dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan 

infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di 

seluruh wilayah Indonesia. 

8. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin 

penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang 

ke destinasi wisata dalam negeri. 

“Dengan catatan tersebut di atas dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh 

stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2023 optimis dapat dicapai. Berbagai lembaga 

internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% pada 

tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Kiptiah Riyanti menyebutkan 

ekonomi Kalbar sejauh ini mengalami pertumbuhan positif terbukti untuk pertumbuhan 

Triwulan III 2022 sebesar 6,48 persen yoy, lebih tinggi dari regional Kalimantan maupun 

nasional. "Pertumbuhan terutama bersumber dari perdagangan besar dan eceran, 

pertanian, dan transportasi pergudangan serta Konsumsi rumah tangga dan investasi. 

Perekonomian Kalbar triwulan III 2022 yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja konstruksi 

dan sektor konsumsi pemerintah yang terkontraksi," ujarnya saat Pertemuan Tahunan 

Bank Indonesia (PTBI) 2022 di Pontianak, Rabu. 

Ia menambahkan sektor pertanian dan industri pengolahan, serta yang terkait mobilitas 

masyarakat seperti perdagangan, makanan dan minuman, serta transportasi diperkirakan 

menjadi penopang utama perekonomian hingga 2022 yang tumbuh meningkat. 

"Peningkatan dari sisi pengeluaran sejalan dengan aktivitas konsumsi rumah tangga dan 

ekspor yang persisten, serta investasi yang diperkirakan stabil. Namun demikian, realisasi 

investasi yang terhambat berpotensi menahan proyeksi perekonomian 2022," jelas dia. 

Terkait perkembangan inflasi Kalbar, pada Oktober 2022 sebesar 0,07 persen (mtm) atau 

6,00 persen (yoy). Realisasi tersebut bisa dikatakan cukup melegakan dibanding inflasi 

September lalu yang sebesar 1,57 persen (mtm) dampak penyesuaian harga BBM. 

"Namun demikian, kita perlu tetap waspada mengingat secara tahunan, inflasi kita lebih 

tinggi dari nasional, terutama untuk inflasi harga yang diatur," ucap dia. Menurutnya, 

adapun beberapa komoditas yang sering memberikan andil inflasi tinggi di tahun ini yaitu 

bensin, sawi hijau, tarif angkutan udara, daging ayam dan cabai. "Inflasi Kalbar pada 

triwulan IV diperkirakan lebih rendah dari triwulan III, meskipun masih di atas rentang 

target inflasi nasional. Namun demikian inflasi baik nasional maupun Kalbar diperkirakan 

akan kembali ke level target inflasi 3±1 persen pada paruh pertama 2023. Perkiraan inflasi 

triwulan IV terutama didorong oleh tekanan pada inflasi harga yang diatur dan inflasi inti," 

jelas dia. Ia mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus secara proaktif 

terus bersinergi melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, antara lain melalui 

implementasi operasi pasar dan bansos secara intensif dengan menggunakan dana DTU 2 

persen dan Dana Insentif Daerah (DID). 
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Upaya pengendalian inflasi lain yang telah dilaksanakan yaitu pemberian bantuan bibit 

cabai/bawang merah, sosialisasi gerakan menanam komoditas pangan di pekarangan 

rumah, dan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok secara rutin. "BI 

Kalbar bersinergi dengan TPID juga telah meluncurkan Program Gerakan Nasional 

Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 19 September 2022 sebagai bentuk komitmen 

bersama BI dan TPIP-TPID untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi dari sisi suplai 

dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan," jelas dia.Perekonomian 

Kalimantan Barat pada   triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,60% (yoy), 

melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,81% (yoy). Dari sisi 

lapangan usaha, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya kinerja pertanian, 

industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta jasa kesehatan. Dari 

sisi pengeluaran, perbaikan kinerja terjadi pada kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB). 

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan 

di Kabupaten Landak, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusianya   serta   

peningkatan   infrastruktur.   Keterpaduan   antara   program pemerintah dengan peran 

swasta dan masyarakat perlu diperhatikan untuk menyelaraskan langkah dalam menggali 

sektor- sektor potensial yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. 

 

 

Tabel 1. Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Landak 

No Rin

cian 

Satuan/Unit 2022 2022 2023 

1 IPM % 65,98 66,21 67,17 

2 PDRB per Kapita Juta per 
27,07 28,96 31,51 

  Tahun    
3 Tingkat Pengangguran % 3,38 3,22 1,78 

4 Indikator Kemiskinan     
 Garis Kemiskinan Rp 385,314 395,486 414,536 

 Jumlah Penduduk Miskin (000) 42,36 42,01 38,65 

 Persentase Penduduk Miskin % 11,12 10,99 10,01 

 Indeks Kedalaman Kemiskinan  1,54 1,29 1,40 

 Indeks Keparahan Kemiskinan  0,38 0,26 0,32 

5 Gini Ratio %  0,310 - 

 
1. IPM (Indek Pembangunan Manusia) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) adalah 

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup 

untuk semua negara di seluruh dunia. 

Dimensi dasar IPM yang digunakan sebagai dasar perhitungannya antara lain: 

a. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat 

kelahiran; 

b. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama 

sekolah; dan 

c. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/ PDB (keseimbangan 

kemampuan berbelanja) per kapita. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harapan_sekolah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rata-rata_lama_sekolah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rata-rata_lama_sekolah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
https://id.wikipedia.org/wiki/Keseimbangan_kemampuan_berbelanja
https://id.wikipedia.org/wiki/Keseimbangan_kemampuan_berbelanja
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_PDB_(KKB)_per_kapita
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Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki 

beberapa manfaat: 

a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 

b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; 

c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 

kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana 

Alokasi Umum (DAU) 

d. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

e. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 

tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human 

Development Report (HDR). 

2. Pendapatan Perkapita 

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. 

Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara 

dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga 

merefleksikan PDB per kapita. 

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) 

suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar 

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah 

maupun persentase. Berdasarkan data beberapa tahun teakhir baik data yang dihimpun 

secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi 

Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). 

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan sebagai balas 

jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka PDRB biasa juga disebut laju 

pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB 

atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau 

dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah 

ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB maka makin tinggi pula pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Tingkat Pengangguran 

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak 

memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. 

Berdasarkan jam kerja pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam: 

a. Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak 

bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 

b. Pengangguran setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang 

tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga 

kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 

jam selama seminggu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/PDB
https://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
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c. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-

sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena 

memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding 

dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali 

menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, 

produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. 

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran 

dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan 

menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang 

menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang 

berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap 

penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat 

menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu proses 

pembangunan. 

4. Indikator Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik sebagai Institusi yang dipercaya mengeluarkan data terkait indikator 

kemiskinan mengeluarkan definisi bahwa Kemiskinan diukur menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, 

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Selanjutnya kita mengenal istilah Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan (Persentase 

Kemiskinan), Garis Kemiskinan dan lain sebagainya. 

Beberapa Indikator Kemiskinan 

Penduduk Miskin. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin 

suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut. 

Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah 

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan 

yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. 

Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-

Makanan (GKNM). 

Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Secara sederhana Persentase Kemiskinan 

yang juga disebut Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di 

suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan 

prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah 

dibandingkan jumlah penduduk di wilayah terrsebut. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis 

kemiskinan. 

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi 

mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_kerja
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapangan_kerja&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Miskin
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
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5. Gini Ratio 

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi 

penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif 

yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) 

dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. 

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat 

(secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga 

satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung 

rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas 

separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. 

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan 

merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang 

lainnya. Bila GR=1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan 

itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. 

Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati 

nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien 

Gini-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien 

Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut: 

Lebih kecil dari 0. 4: tingkat ketimpangan rendah 

Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat 

Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi. 

a. Kebijakan Keuangan 

a. Pendapatan Daerah  

Kebijakan pendapatan lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan 

daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui 

upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, 

kebijakan pengelolaan pendapatan tersebut tetap mengacu pada azas umum pengelolaan 

keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. 

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi: 

1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana 

Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses 

administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi 

pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa 

mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan 

kerja sama dengan unit SKPD  yang  terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD 

dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh  secara optimal. 

2) Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani 

penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi/14564
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menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan perda 

tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 

3) Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana 

Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan 

optimalisasi potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga 

akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada. 

4) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana 

Reboisasi. 

5) Secara Maksimal memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 

mempertimbangkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis   yang sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah dan standar kualitas dan kuantitas konstruksi yang 

dibutuhkan daerah. 

b. Kebijakan Belanja Daerah 

Kebijakan belanja daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan 

masyarakat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan 

kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi: 

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi 26 urusan wajib pemerintah daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan sistem jaminan sosial  dengan mempertimbangkan analisis standar 

belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

penghematan di bidang belanja daerah. 

2) Memprioritaskan anggaran  untuk  membiayai  program dan kegiatan pada SKPD yang 

bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan leading sektor dengan 

mengacu pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), 

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD). 

3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban 

APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup 

tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan 

keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui 

APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

keuangan daerah. 
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4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,  

program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 

5) Meningkatkan  efisiensi   dan   efektifitas  pengadaan  barang  dan  jasa yang digunakan 

untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah 

melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. 

 

b. Pencapaian Target Kinerja APBD 

Berikut ini ringkasan anggaran dan realisasi per program Pada SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Tahun 2024. 

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi per Program SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah  Tahun 2024 

Kode 

Program 

 

Program 

 

Anggaran (Rp) 

 

Realisasi (Rp) 

 

% 

5.01.5.05.0.0
0.01.1.0.1.2.
02 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

5.340.525.046 4.901.018.109 91,77 

5.01.5.05.0.0
0.01.1.0.2.2.
01 

Program Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah  

871.392.946 849.030.653 97,43 

5.01.5.05.0.00
.01.1.0.3.2.02 

Program Koordinasi dan 
Singkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

1.259.389.597 1.233.053.330 97,91 

5.01.5.05.0.00
.01.1.0.2.2.03 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

788.491.237 776.110.845 98,43 

 Total 8.259.798.826 7.739.528.537 93,70 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan 

instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk 

tercapainya tujuan bernegara. 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Landak telah 

menganut anggaran defisit. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun 2024 

berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. 

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Landak dilaksanakan oleh 

SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai entitas akuntansi yang harus 

menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan SKPD 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp. 

8.259.789.826,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.759.212.937 atau 93,70%. Rincian belanja pada 

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

No. SKPD 
 Anggaran 2024 

(Rp)  

 Realisasi 2024 

(Rp)  
 Lebih/(Kurang) (Rp)  % 

 Realisasi 2023 

(Rp)  

1 
Badan Perencanaan 
dan Pembangunan 

Daerah 

8.259.798.826 7.759.212.937  1.568.803.904 93,70 6.190.409.033 

TOTAL 8.259.798.826 7.759.212.937  1.568.803.904 93,70 6.190.409.033 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 

4.1 KERANGKA KONSEPTUAL 

1.  Pendahuluan 

Tujuan 

Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Landak. Tujuannya adalah 

sebagai acuan bagi: 

a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang 

belum diatur dalam kebijakan akuntansi; 

b)   pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan 

c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan 

pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi 

pemerintahan. 

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah 

akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan. 

Dalam  hal  terjadi  pertentangan  antara  kerangka  konseptual  dan  kebijakan 
akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap 

kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat 

diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan. 

Ruang Lingkup 

Kerangka konseptual ini membahas: 

a)    tujuan kerangka konseptual; 

b)    lingkungan akuntansi pemerintah daerah; 

c)    pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; 

d)    entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 

e)    peranan dan tujuan pelaporan keuangan, 

f)     komponen laporan keuangan serta dasar hukum; 

g) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi 

dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan 

h) unsur-unsur    yang    membentuk    laporan    keuangan,    pengakuan,    dan 

pengukurannya. 

Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah  Kabupaten 

Landak. 

2.  Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 

Lingkungan  operasional  organisasi  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap 

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 

Ciri-ciri  penting lingkungan  pemerintahan  yang perlu  dipertimbangkan  dalam 
menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a.  Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan 

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Pancasila, 

kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat 

mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. 
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Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di 

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga 

keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara 

penyelenggara negara. 

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, pemerintah daerah 

menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan 

persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah daerah 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut 

kepada DPRD. 

b.  Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah 

Secara   substansial,   terdapat   tiga   lingkup   pemerintahan   dalam   sistem 

pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Pemerintah  yang  lebih  luas  cakupannya 

memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya 

pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih 

besar  mengakibatkan  diselenggarakannya  sistem  bagi  hasil,  alokasi  dana 

umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan. 

c.  Pengaruh Proses Politik 

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk 

mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan 

keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber 

lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam 

mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. 

d.  Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah 

Walaupun  dalam  keadaan  tertentu  pemerintah  daerah  memungut  secara 

langsung  atas  pelayanan  yang  diberikan,  pada  dasarnya  sebagian  besar 

pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak 

berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah 

kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan 

dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: 

1) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka 

rela. 

2) Jumlah  pajak  yang  dibayar  ditentukan  oleh  basis  pengenaan  pajak 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti 

penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah 

ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh. 
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3) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan 

pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur 

sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan 

dibukanya   kesempatan   kepada   pihak   lain   untuk   menyelenggaraka 

pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan 

pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah 

daerah menjadi lebih mudah. 

4) Pengukuran  kualitas  dan  kuantitas  berbagai  pelayanan  yang  diberikan 

pemerintah daerah adalah relatif sulit. 

e.  Anggaran  sebagai  Pernyataan  Kebijakan  Publik,  Target  Fiskal,  dan  Alat 

Pengendalian 

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan 

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk 

melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk 

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila 

diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran 

mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan 

bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk 

suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak 

tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau 

kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah 

daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, 

antara lain karena: 

1)    Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 

2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan 

antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. 

3) Anggaran  menjadi  landasan  pengendalian  yang  memiliki  konsekuensi 

hukum. 

4)    Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah. 

5) Hasil   pelaksanaan   anggaran   dituangkan   dalam   laporan   keuangan 

pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah 

daerah kepada publik. 

f.  Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang 

tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti 

gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian 

besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program 

pemeliharaan  dan  rehabilitasi  yang  memadai  diperlukan  untuk 

mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset 

dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi 

komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara 

langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah 

daerah untuk memeliharanya di masa mendatang. 
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g.  Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian 

Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan  yang  lazim  diterapkan  di  lingkungan  pemerintah  daerah  yang 

memisahkan  kelompok  dana  menurut  tujuannya,  sehingga  masing-masing 

merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara 

belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat 

diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain 

kelompok dana  umum (the  general fund)  sehingga  perlu  dipertimbangkan 

dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

h.  Penyusutan Aset Tetap 
Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, 

mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan 

kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. 

3.  Pengguna Dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna 

a.  Pengguna Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah 

daerah, namun tidak terbatas pada: 

1) masyarakat; 

2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 

3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman; 

4) pemerintah pusat; dan 

5) pemerintah daerah. 

b.  Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan 

demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, 

berhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan  sebagai wujud 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan 

yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen 

informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan 

(statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan 

pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan 

informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kebutuhan informasi 

tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban 

dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis 

akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hal dan kewajiban, bukan 

berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan 

dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. 

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam 

laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian 
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dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menentukan 

bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis 

informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan- 

kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut. 

4.  Entitas Akuntansi dan Pelaporan 

Entitas akuntansi adalah SKPD/UKPD pada Pemerintah Kabupaten Landak yang 

mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi 

dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. 

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Landak yang menurut ketentuan 

Peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, 

pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas 

dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah 

dari entitas pelaporan lainnya. 

5.   Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan 

a.  Peranan Pelaporan Keuangan 

Laporan  keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan 

untuk  melaksanakan  kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi  suatu entitas pelaporan dan 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

1) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan  kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

2) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 
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Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang 

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 

5) Evaluasi Kinerja 

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber 

daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang 

direncanakan. 

b.  Tujuan Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam menilai  akuntabilitas  dan  membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan; 

2)    Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 
untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

6) Menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangan  entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, 

transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran 

lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan 

arus kas suatu entitas pelaporan. 

6.   Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pokok terdiri dari: 

a.    Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b.    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

c.    Neraca; 

d.    Laporan Operasional (LO); 

e.    Laporan Arus Kas (LAK); 

f.     Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g.    Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib 

menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). 

7.   Dasar Hukum Pelaporan Keuangan 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur 

keuangan negara; 

b)   Undang-undang di bidang keuangan negara; 
c)   Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d)   Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, 

khususnya yang mengatur keuangan daerah; 

e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan 

pusat dan daerah; 

f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; dan  

g)   Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat 

dan daerah. 

8.   Asumsi Dasar 
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar 

kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 

a.    Kemandirian Entitas 

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa pemerintah daerah dianggap sebagai 

entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan 

keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya 

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan 

tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan 

sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, 

termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-

piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program 

yang telah ditetapkan. 

b.    Kesinambungan Entitas 

Laporan  keuangan  disusun  dengan  asumsi  bahwa entitas  pelaporan  akan 

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan 

tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka 

pendek. 

c.    Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar 

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

9.   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
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Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

a.   Relevan; 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan : 

1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value). 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

3) Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan. 

4) Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap 

mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi 

setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi 

tersebut dapat dicegah. 

b.    Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

1)    Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 

disajikan. 

2)    Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

3)    Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

c.    Dapat Dibandingkan 
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Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 

pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

d.    Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi 

yang dimaksud. 

10.  Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang 

dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami 

laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan 

dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: 

a.    Basis akuntansi; 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban 

dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan 

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan 

laporan demikian. 

1) Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka 

LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan 

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 

Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan 

dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis 

akrual. 

2) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui 

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk 

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di 

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui 
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pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih 

telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 

Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing 

dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 

b.    Prinsip nilai historis (historical cost principle); 

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar 

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada 

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang 

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan 

datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat 

diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat 

diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar 

aset atau kewajiban terkait. 

c.    Prinsip realisasi (realization); 

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal 

akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. 

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka 

pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran 

dan telah menambah atau mengurangi kas.  

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) 

dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana 

dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (Substance Over Form); 

Informasi  dimaksudkan  untuk  menyajikan  dengan  wajar  transaksi  serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 

tersebut  perlu  dicatat  dan  disajikan  sesuai  dengan  substansi  dan  realitas 

ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi 

atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka 

hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

e.    Prinsip periodisitas (periodicity); 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan 

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang 

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran 

juga dianjurkan. 

f.     Prinsip konsistensi (Consistency); 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). 

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode 

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat 

diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan 
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informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan 

penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

g.    Prinsip pengungkapan lengkap (Full Disclosure); dan 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

h.    Prinsip penyajian wajar (Fair Presentation). 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun 

laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan 

keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan 

hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 

penyusunan  laporan  keuangan.  Pertimbangan  sehat  mengandung  unsur 

kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian 

sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban 

tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan 

sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, 

sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja 

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan 

keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 

11.    Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal 
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang 

tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi 

akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan 

(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan 

kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 

a.   Materialitas 

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah 

daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria 

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi  keputusan  ekonomi  pengguna  yang  diambil  atas  dasar 

laporan keuangan. 

b.   Pertimbangan Biaya dan Manfaat 

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. 

Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya 

menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya 

penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan 

proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh 

pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati 
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oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya 

penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya 

yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 

c.   Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu 

keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan 

dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar 

karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan 

keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif 

tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 

 
4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH 

KABUPATEN LANDAK 

Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Landak 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, 

dibawah ini diuraikan mengenai kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi akun yang dapat dijadikan panduan bagi entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. 

1.  Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 

a. Kerangka Dasar 

1)   Tujuan 
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

Penyajian inforrnasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan 

dengan: 

a) menyediakan  informasi  mengenai  posisi  sumber  daya  ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

b) menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi  sumber  daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 

d) menyediakan   informasi   mengenai   ketaatan   realisasi   terhadap 

anggarannya; 

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 
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f)  menyediakan    informasi   mengenai    potensi    pemerintah   untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g) menyediakan    informasi    yang    berguna    untuk    mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Pelaporan   keuangan   juga   menyajikan   informasi   bagi   pengguna 

mengenai: 

a)  Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai 
dengan anggaran; dan 

b) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Untuk  

memenuhi  tujuan  umum  ini,  laporan  keuangan  menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

a)  Aset; 

b) Kewajiban; 

c)  Ekuitas; 

d) Pendapatan-LRA; 

e)  Belanja; 

f)  Transfer; 

g) Pembiayaan; 

h) Saldo Anggaran Lebih; 

i)  Pendapatan-LO; 

j)  Beban; dan 

k) Arus Kas. 

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan 

pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi 

tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama- 

sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu 

periode. 

2)   Tanggung jawab atas Laporan Keuangan 

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan 

bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

3)   Entitas 

a) Entitas  akuntansi  merupakan  unit  pada  Pemerintah  Kabupaten 

Landak yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang 

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas 

dasar akuntansi yang diselenggarakannya. 

b) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari 

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas 

pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Landak atau satuan organisasi 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak atau organisasi lainnya 

jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud menyajikan laporan keuangan. 
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4)   Bahasa Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan 

juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan 

keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu 

yang sarna (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan 

keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau 

waktu yang sarna dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. 

5)   Mata Uang Pelaporan 

Pelaporan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, 

asetdan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus 

dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank 

Indonesia. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan 

rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah 

berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk 

memperoleh mata uang asing tersebut. 

6)   Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- 

konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas 

pelaporan   dalam   penyusunan   dan   penyajian   laporan   keuangan. 

Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup 

semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. 

Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

dapat menyajikan informasi yang:  

a) relevan   terhadap   kebutuhan   para   pengguna   laporan   untuk 

pengambilan keputusan; 

b) dapat diandalkan, dengan pengertian: 
(1)   mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan 

entitas; 

(2)   menggambarkan  substansi  ekonomi  dari  suatu  kejadian  atau 

transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; 

(3)   netral, yaitu bebas dari keberpihakan; 

(4)   dapat diverifikasi; 

(5)   mencerminkan kehati-hatian; dan 

(6)   mencakup semua hal yang material. 

c)  dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam 

laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas 

pelaporan lain pada umumnya. 

d) dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam 

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para 

pengguna. 
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Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, 

Pemerintah Kabupaten Landak memperhatikan: 

a)  persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip 

dengan masalah terkait; 

b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan 

penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka  

Konseptual  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan PSAP;dan 

c) peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

sepanjang konsisten dengan huruf a dan b. 

7)   Penyajian Laporan Keuangan 

a)  Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, 

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan 

perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, 

sedangkan   kewajiban   disajikan   menurut   urutan   waktu   jatuh 

temponya. 

c)  Laporan Operasional (LO) menggambarkan pendapatan dan beban 

yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan 

utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas 

dan fungsinya. 

d) Catatan  atas  laporan  keuangan  harus  disajikan  secara  sistematis 

dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam 

catatan  atas  laporan  keuangan  berkaitan  dengan  pos-pos  dalam 

neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, Iaporan arus 

kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang 

sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi- 

transaksi lainnya. 

e) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan 

menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk 

menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam 

jumlah nominal atau persentase. 

f)  Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(1)   Perubahan estimasi akuntansi. 

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan 

kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan 

pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode 

berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. 

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan 

dalamLO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai 

sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset 
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tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun 

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh 

perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun 

selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK. 

(2)   Perubahan kebijakan akuntansi. 

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila: 

(a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan 

oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau 

(b)   diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan 

penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam 

laporan keuangan. 

(3)   Kesalahan mendasar. 

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan 

melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan 

melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. 

8)   Konsistensi 

a)  Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 

dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip 

konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi 

perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa 

metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih 

baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan 

metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b) Penyajian  dan  klasifikasi  pos-pos  dalam  laporan  keuangan  antar 

periode harus konsisten, kecuali: 

(1)   terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas 

pemerintahan; atau 

(2)   perubahan  tersebut  diperkenankan  oleh  Pernyataan  Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP). 

c)  Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

diubah,  maka  penyajian  periode  sebelumnya  tidak  perlu 

direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam 

CaLK. 

9)   Materialitas dan Agregasi 

a)    penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. 

b) pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan 

keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat 

digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

c) informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan 

atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat 

memengaruhi keputusan yang diarnbil. 

10) Periode Pelaporan 
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Periode pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Landak adalah     1 

(satu) tahun, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan 

keuangan  tahunan  unaudited  diselesaikan  paling  lambat  tanggal  31 

Januari tahun berikutnya. Selain laporan keuangan tahunan, dapat disajikan 

laporan keuangan interim untuk periode triwulanan. Laporan keuangan 

triwulan disajikan untuk periode dari awal tahun anggaran sampai dengan 

akhir triwulan yang bersangkutan (year to date). Laporan keuangan 

triwulanan, paling lambat diselesaikan pada akhir bulan berikutnya. 

11) Informasi Komparatif 

a)  Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif 

dengan periode yang sarna pada tahun sebelurnnya. Khusus Neraca 

interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun 

sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi 

anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun 

anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan. 

b) Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan 

keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila 

relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 

12) Laporan Keuangan Interim 

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di 

antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian 

integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat 

dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran. 

Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan 

keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, 

laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan. 

13) Laporan Keuangan Konsolidasian 

Laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Landak  disajikan  secara 

terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas. 

Laporan  keuangan  konsolidasian  mencakup  laporan  keuangan  dari 
seluruh entitas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak 

termasuk Badan Layanan Umum, kecuali Perusahaan Daerah. 

Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah dan 

SKPD/BLUD dieliminasi. 

Laporan keuangan konsolidasian disajikan disajikan secara komparatif 

dengan periode sebelumnya. 

b.    Komponen Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran 

(budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan 

anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan 

LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas 

pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan 
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laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun 

laporan finansial. 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, 

kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

hanya disajikan oleh entitas pelaporan. 

1)  Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. 
Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut: 

a) Aset  merupakan  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau 

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Landak sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah 

Kabupaten Landak maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke 

dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang 

diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset 

yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non 

lancar. 

(1) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang, dan persediaan. 

(2)   Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan 

aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak 

langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan 

masyarakat  umum.  Aset  nonlancar  diklasifikasikan  menjadi 

investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset 

lainnya. 

(a)   Investasi   jangka   panjang   merupakan   investasi   yang 
diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat 

ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari 

satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi 

investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen 

antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan 

modal dalam proyek pembangunan, dan investasi 

nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain 

penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen 

lainnya. 

(b)  Aset tetap meliputi : 

i.  tanah 

ii. peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari: 
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-   alat-alat besar 

-   alat-alat angkutan 

-   alat-alat bengkel dan alat ukur 

-   alat-alat pertanian/peternakan 

-   alat-alat kantor dan rumah tangga 

-   alat studio dan alat komunikasi 

-   alat-alat kedokteran 

-   alat-alat laboratorium 

-   alat  keamanan 

iii.   gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari: 

-   bangunan gedung 

-   bangunan monumen 

iv. jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri dari: 

-   jalan dan jembatan 

-   bangunan air/irigasi 

-   instalasi 

-   jaringan 

v.  aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari: 

-   buku dan perpustakaan 

-   barang bercorak kesenian/kebudayaan 

-   hewan/ternak dan tumbuhan 

vi. konstruksi dalam pengerjaan 

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. 

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset 

kerja sama (kemitraan). 

b) Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban 

jangka  pendek dan  kewajiban jangka  panjang.  Kewajiban  jangka 

pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 

12  (dua  belas)  bulan  setelah  tanggal  pelaporan.  Kewajiban  yang 

penyelesaiannya  setelah  dua  belas  bulan  dari  tanggal  pelaporan 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 

c)    Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Landak yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban. 

2)  Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 

Landak, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber•sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan 

ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. 
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Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam LRA adalah pendapatan- 

LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan 

sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah 

yang  menambah  Saldo  Anggaran  Lebih  dalam  periode  tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak 

perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA meliputi Pendapatan Asli 

Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah. 

b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. Belanja meliputi Belanja Operasional, Belanja Modal, dan 

Belanja Tak Terduga. 

c) Pembiayaan   adalah   setiap   penerimaan/pengeluaran   yang   tidak 

berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 

dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan meliputi 

penerimaan pinjaman, penjualan investasi (divestasi), penerimaan 

kembali pinjaman. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran 

pokok pinjaman, penyertaan modal, dan pemberian pinjaman kepada 

entitas lain. 

3)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos- pos 

berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa 

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan 

Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

Rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

4)  Laporan Operasional 

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 

entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan 

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang disajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya. 

Pos-pos  laporan keuangan  yang disajikan  dalam Laporan Operasional 

meliputi pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing- masing 

unsur dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Landak yang 

diakui sebagai penambah ekuitas dalam perode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak peru dibayar kembali. 
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b) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

c) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi 

karena kejadian atau transaksi ynag bukan merupakan operasi biasa, 

tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali 

atau pengaruh entitas bersangkutan. 

d) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban 

selama  satu  periode  pelaporan,  setelah  diperhitungkan 

surplus/defisit dari kegiatan non operasionan dan pos luar biasa. 

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode 

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan 

Operasional. 

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan 

tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam 

pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit 

penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka 

panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. 

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan 

surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit 

sebelum pos luar biasa. 

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan 

Surplus/Defisit dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1.  kejadian  yang  tidak  dapat  diramalkan  terjadi  pada  awal  tahun 

anggaran, 

2.  tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan 

3.  kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit 

kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. 

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

5)    Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan 

saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah 

daerah selama periode tertentu. Informasi laporan arus kas hanya disajikan 

oleh SKPKD/PPKD untuk pertanggungjawaban dan pengambilan 

keputusan. 

Unsur Laporan Arus Kas terdiri dari: 

a)  Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu 

periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan 
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indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam 

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas 

operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar.  Arus kas dari aktivitas operasi, terdiri dari arus 

masuk kas (Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain- lain 

pendapatan yang sah) dan arus keluar kas (belanja pegawai, belanja 

barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, 

belanja tidak terduga dan belanja bagi hasil). 

b) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi 

lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas 

investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam 

rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang   bertujuan 

untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi, 

terdiri dari arus masuk kas (pencairan dana cadangan, penjualan aset 

tetap, penjualan aset lainnya, hasil penjualan kekayaan   daerah   yang   

dipisahkan,   dan   penerimaan   penjualan investasi non permanen) dan 

arus keluar kas (pembentukan dana cadangan, perolehan aset tetap, 

perolehan aset lainnya, penyertaan modal, dan pengeluaran pembelian 

investasi non permanen). 

c)  Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang 

dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan 

utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan 

atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus kas dari aktivitas 

pendanaan terdiri dari arus masuk kas (penerimaan pinjaman dalam 

negeri dan penerimaan kembali pinjaman) dan arus keluar kas 

(pembayaran pokok pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman). 

d) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi
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pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.  Arus kas dari 

aktivitas transitoris terdiri dari arus masuk kas (penerimaan Perhitungan 

Fihak Ketiga (PFK) yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari 

SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan 

Taspen dan Askes, kiriman uang masuk yang menggambarkan mutasi 

kas antar rekening kas umum daerah dan penerimaan kembali uang 

persediaan dari bendahara pengeluaran) dan  arus keluar  kas 

(pengeluaran PFK,  kiriman  uang keluar dan pemberian uang 

persediaan kepada bendahara pengeluaran). 

6)    Laporan Perubahan Ekuitas 

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

LPE menyajikan sekurang•kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-

LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung 

menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain 

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan 

mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

7)   Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan 

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup  

informasi tentang kebijakan  akuntansi  yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan 

secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a)   Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi; 

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 

makro; 

c)   Menyajikan  ikhtisar  pencapaian  target  keuangan  selama  tahun 
pelaporan  berikut  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam 

pencapaian target; 

d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e) Menyajikan   rincian   dan   penjelasan   masing-masing   pos   yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 

f) Mengungkapkan   informasi   yang   diharuskan   oleh   kebijakan 

akuntansi  pemerintah daerah  yang belum disajikan pada lembar 

muka laporan keuangan; 

g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian 

yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,dan Laporan 

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi 

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Didalam  bagian  penjelasan  kebijakan  akuntansi  pada  Catatan  atas 

Laporan Keuangan,diuraikan hal-hal sebagai berikut: 

a)  Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan 
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Laporan Keuangan; 

b) Kebijakan-kebijakan   akuntansi   yang   berkaitan   dengan   Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh 

entitas pelaporan; 

c)  Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami 

laporan keuangan. 

c.    Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 

menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-

LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan 

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan 

diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan 

yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk 

diakui yaitu: 

1) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke 

dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; 

2) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria 

pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi 
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat 

ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi 

bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau 

kejadian/peristiwa  tersebut akan  mengalir  dari atau ke  entitas  pelaporan. 

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional 

pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus 

manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh 

pada saat penyusunan laporan keuangan. 

Keandalan Pengukuran 

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa 

atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya 

pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran 

berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,  maka 

pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria 

pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan 

lain di masa mendatang. 

1)    Pengakuan Aset 

a) Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau 

dilepas oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan mempunyai nilai atau 

biaya yang dapat diukur dengan andal. 

b) Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 

dan/atau pada saat penguasannya berpindah. 

c) Aset  tidak  diakui  jika  pengeluaran  telah  terjadi  dan  manfaat 

ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah 

periode akuntansi berjalan. 

2)    Pengakuan Kewajiban 

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya 

ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan 

kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut 

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 
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Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana 

pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 

3)    Pengakuan Pendapatan-LRA 

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum 

Daerah atau oleh entitas pelaporan. 

4)    Pengakuan Belanja 

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui 

bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan. 

5)    Pengakuan Pendapatan-LO 

a.  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau 

pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. 

b. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- 

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. 

c.  Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan 

yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. 

d.  Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah 

diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 

6)    Pengakuan Beban 

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, 

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

d.   Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

1) Pengukuran  adalah  proses  penetapan  nilai  uang  untuk  mengakui  dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Landak. 

2) Pengukuran  pos-pos  dalam  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten 

Landak menggunakan nilai perolehan historis. 

3) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan 

yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. 

4) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari 
kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan 

dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 

5) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih 

dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang 

Rupiah. 

2.  Kebijakan Akuntansi Akun a.  

Aset 

Aset diklasifikasikan ke dalam: 
1)   Aset Lancar 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk 

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 

12 (dua belas) bulan sejak tangal pelaporan. 

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, 

penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. 

2)   Aset Non Lancar 

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar diklasifikasikan 

sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka 

panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung untuk kegiatan 

pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar 

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, 

dan aset lainnya. 

Rincian Akun Aset sebagai berikut : 
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1) Kas dan Setara Kas a)  

Definisi 

(1)   Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan 

untuk mencatat  kas  dan  setara  kas  yang dikuasai,  dikelola  dan 

dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD), bendahara 

pengeluaran, bendahara penerimaan dan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD). 

(2)   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat 

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

(3)   Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau 

kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. 

b) Klasifikasi 
Berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

(1)  Kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) 

Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUD atau Kuasa BUD terdiri 

atas: 

(a)   Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Daerah; 

(b)   Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank 

Umum; 

(c)   Kas pada Rekening Bank Persepsi yang dikelola oleh BUD. 

(2)   Kas dan setara kas yang dikelola Non BUD (SKPD dan BLUD) 

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan 

pertanggungjawabannya tidak dilakukan oleh BUD, yang terdiri dari: 

(a)   Kas di Bendahara Penerimaan 

adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk 

tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). 

(b)   Kas di Bendahara Pengeluaran 

adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang 

harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan 

pengeluaran SKPD. 

Termasuk dalam Kas di Bendahara Pengeluaran berupa 

pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak daerah, dan 

pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah, dan 

pungutan pajak pemerintah pusat yang belum disetorkan ke kas 

negara. 

(c)   Kas dan setara kas di Badan Layanan Umum Daerah 

adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan 

keuangan BLU yang merupakan bagian dari kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan. 

Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan 

pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara 

pengeluaran. 

(d)   Kas Dana BOS 

(e)   Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

(f)   Kas Lainnya 

Setara Kas terdiri dari: 

(a)   Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) 

bulan; 

(b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, siap dicairkan 

menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, 

yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, 

misalnya SUN/Obligasi.
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c)  Pengakuan 

Kas dan Setara Kas diakui pada saat: 

(1) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan 

(2) Penguasaan   dan/atau   kepemilikan   kas   telah   beralih   kepada 

Pemerintah Kabupaten Landak. d) 

Pengukuran 

Kas  dan  setara  kas  diukur  dan  dicatat  sebesar  nilai  nominal  yang 
disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta 

asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 

pada tanggal neraca. 

e)  Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus 

Kas (LAK). 

(2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam 

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. 

(3) Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas 

dijelaskan dan diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Penyajian dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

(a)  Rincian kas dan setara kas; 

(b) Kebijakan manajemen setara kas; dan 

(c)  Informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP yang 

belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 

2) Kebijakan Akuntansi Piutang 
a)   Definisi 

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah 

dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai 

akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah. 

b)   Klasifikasi 

Piutang diklasifikasikan menjadi: 

(1) Piutang Pendapatan 

Piutang   Pendapatan   berdasarkan   peristiwa   yang   mendasari, 
diklasifikasikan menjadi: 

(a)   Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan 

pendapatan daerah. 

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan 
pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan peraturan 

perundangan pajak dan retribusi daerah meliputi Piutang Pajak 

dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di 

pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain- lain PAD yang 

Sah. 

(b)   Piutang berdasarkan perikatan perjanjian. 

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain 

karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan 

dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau 

adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang  berdasarkan  perikatan  

perjanjian  meliputi  Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan 

Piutang Pendapatan Lainnya. 

(c)   Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan. 
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Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu 

entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas 

pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang- undangan. 

Jenis piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

seperti Piutang Bagi Hasil Pajak, Piutang Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana 

Alokasi Khusus (DAK); Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

Lainnya seperti Piutang Dana Penyesuaian, Piutang Dana Insentif 

Daerah (DID), Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti 

Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi, Piutang 

Pendapatan Dana Hibah dan Piutang Pendapatan Dana Darurat; 

(PSAP 01 paragraf 8, Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi 

Piutang, PMK No. 238 Tahun 2011 tentang PUSAP Bab Bagan 

Akun Standar Pemerintah Daerah). 

(2) Piutang Lainnya 

Piutang    Lainnya    berdasarkan    peristiwa    yang    mendasari, 

diklasifikasikan menjadi: 

(a)   Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi. 
Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya 

peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang di sebabkan karena 

pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti 

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 

(b)   Piutang berdasarkan peristiwa lainnya. 

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena 

peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini 

meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar 

Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, 

Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus 

Dipertanggungjawabkan. 

c)   Pengakuan 

(1) Piutang       pendapatan       yang       berasal       dari       peraturan 

perundangan/pungutan pendapatan daerah diakui apabila memenuhi 

kriteria: 

(a)   telah diterbitkan surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak 

Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah; dan/atau 

(b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; 

dan/atau 

(c)   belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 

(2) Piutang  pendapatan  berdasarkan  perikatan  dapat  diakui  apabila 

memenuhi kriteria: 

(a)   harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan 
hak dan kewajiban secara jelas; 

(b)   jumlah piutang dapat diukur; 

(c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; 

(d)   belum dilunasi sampai dengan akhir periode  pelaporan. 

(3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, diakui 

apabila telah diterima alokasi definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 

dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(4) Piutang Dana Alokasi Umum, diakui apabila telah diterima alokasi 

Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 
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(5) Piutang  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  diakui  apabila  klaim 

pembayaran telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah 

ditetapkan jumlah definitifnya. 

(6) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi, diakui apabila 

telah diterima alokasi definitif Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang 

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. 

(7) Piutang  Lain-Lain  Pendapatan  yang  Sah  dapat  diakui  apabila 

memenuhi kriteria: 

(a)   Piutang Pendapatan Hibah, apabila telah diterbitkan Naskah 

Perjanjian Hibah (NPH). 

(b)   Piutang pendapatan Dana Darurat, diakui apabila telah diterima 

alokasi Dana Darurat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. 

(8) Piutang  atas  peristiwa  tuntutan  ganti  rugi  dapat  diakui  apabila 

memenuhi kriteria: 

(a)   telah  ditandatanganinya  Surat  Keterangan  Tanggung  Jawab 
Mutlak (SKTM); atau 

(b)   telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan 

tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 

(9) Pengakuan    Uang   Muka    Belanja/Uang   Muka   yang   Harus 

Dipertanggungjawabkan, maka transaksi ini akan diakui pada saat 

terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk 

pembayaran Uang Muka Belanja/Panjar Kegiatan. 

(10)   Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar 

Tagihan  Pinjaman  Jangka  Panjang  pada  Entitas  Lainnya,  dan 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat 

pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu 

pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya. 

d)   Pengukuran 

(1) Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak 

Pemerintah Kabupaten Landak. 

(2) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui 

setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang 

tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena 

ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya 

piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah 

oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah 

wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak 

pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas 

penagihan yang bersangkutan. 

(3) Pengukuran   piutang   pendapatan   yang   berasal   dari   peraturan 

perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

(a)   Dicatat  sebesar  nilai  yang  belum  dilunasi  sampai  dengan 

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan 

surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; 

(b)   Dicatat  sebesar  nilai  yang  belum  dilunasi  sampai  dengan 

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan 

terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang 

mengajukan banding; 

(c)   Dicatat  sebesar  nilai  yang  belum  dilunasi  sampai  dengan 

tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding 

atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang 

menangani peradilan pajak; 

(d) Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 

realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-
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undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih 

telah diatur oleh pemerintah daerah. 

(4) Piutang   pemberian   pinjaman   dinilai   dengan   jumlah   yang 

dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus 

dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa 

tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai 

kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya 

pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui 

adanya bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya- biaya lainnya 

pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir 

periode pelaporan. 

(5) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. 

Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. 

(6) Piutang  dari  kemitraan  dicatat  berdasarkan  ketentuan-ketentuan 

yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

(7) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau 

jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode 

pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah 

diterima. 

(8) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dicatat sebesar 

nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari 

alokasi definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; 

(9) Piutang Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum 

diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Daerah; 

(10)   Piutang Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah 

diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum ditansfer; 

(11)   Piutang  Bagi  Hasil  Pajak/Bukan  Pajak  Provinsi  dicatat  sebesar 

jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer 

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah 

Kabupaten. 

(12)  Piutang Pendapatan Hibah dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, 

dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan Hibah berdasarkan 

Naskah Perjanjian Hibah (NPH); 

(13)   Piutang  Pendapatan  Dana  Darurat  dicatat  sebesar  jumlah  yang 

belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan 

Dana Darurat dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. 

(14)  Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan 

dengan: 

(a)  dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke 

depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah 

ditetapkan; 

(b)  dicatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 

atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. 

(15)   Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai 

dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan 

nilai rupiah pada bukti-bukti yang menyebabkan timbulnya hak tagih 

pemerintah daerah selain peristiwa-peristiwa tersebut diatas. 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Kualitas Piutang 

(1)  Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 

realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan 

penyisihan piutang tidak tertagih. 
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(2)  Penetapan penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan prinsip 

kehati-hatian dengan mempertimbangkan kualitas piutang dan 

pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar 

hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat 

direalisasikan. 

(3) Kualitas  piutang  dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  dengan 

klasifikasi sebagai berikut: 

(a)   Kualitas lancar; 
(b)   Kualitas kurang lancar; (c)   

Kualitas diragukan; dan (d)   

Kualitas macet. 

(4)  Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan: (a)   

Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun pada 

saat jatuh tempo; 

(b)   Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 

tahun pada saat jatuh tempo; 

(c)   Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun 
pada saat jatuh tempo; 

(d)   Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun pada saat 

jatuh tempo. 

(5)  Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dipilah berdasarkan 

karakteristik sebagai berikut: 

(a)   Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai 

dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan sebelum Surat 

Tagihan Pertama diterbitkan; 

(b)   Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak 

dilakukan pelunasan; 

(c)   Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 

pelunasan; dan 

(d)   Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan 

pelunasan. 

(6)  Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan 

dengan ketentuan: 

(a)   Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai 

dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 

(b)   Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak 

dilakukan pelunasan; 

(c)   Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 

pelunasan; dan 

(d)   Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan 

pelunasan. 

(7)  Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun 

ditentukan sebagai berikut: 
 

 

 

No. 
 

Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak 
Tertagih 

1. Lancar 0 % 
2. Kurang Lancar 10 % 
3. Diragukan 50 % 
4. Macet 100 % 

(8)  Taksiran piutang tidak tertagih dihitung dari nominal piutang setelah 
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dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 

(9)  Pemerintah  Kabupaten  Landak  melakukan  evaluasi  tiap  tanggal 

pelaporan atas perkembangan kualitas piutang yang dimiliki. 

e)  Penyajian dan Pengungkapan 
(1) Piutang disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain: 

(a)   kebijakan   akuntansi   yang   digunakan   dalam   penilaian, 

pengakuan dan pengukuran piutang; 

(b)   rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; 

(c)   penjelasan atas penyelesaian piutang; 

(d)   jaminan  atau  sita  jaminan  jika  ada,  dalam  hal  terdapat 

barang/uang yang disita oleh daerah. 

3) Kebijakan Persediaan a)   

Definisi 

(1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

(2)   Persediaan merupakan aset yang berupa: 

(a)   Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. 

(b)   Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan 

dalam proses produksi. 

(c)   Barang  dalam  proses  produksi  yang  dimaksudkan  untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 

(d)   Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

b)   Klasifikasi 

(1) Persediaan dibagi menjadi: 

(a)   Persediaan Bahan Pakai Habis 

meliputi Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan Untuk Kegiatan 

Kantor, Obat-obatan, Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan, 

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga, Natura dan 

Pakan, Persediaan Penelitian dan Persediaan Dalam Proses.. 

(b)   Persediaan Barang Tak Habis Pakai 

Meliputi persediaan Komponen, dan Pipa. 

(c)   Persediaan Barang Bekas Pakai 

Meliputi persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas.` 

(2) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam 

neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

(3) Persediaan  bahan  baku  dan  perlengkapan  yang  dimiliki  proyek 

swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi 

dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi 

belum terselesaikan. 

c)   Pengakuan 

(1) Persediaan diakui pada saat: 

(a)     potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapoat diukur 

dengan andal. 

(b) diterima   atau   hak  kepemilikannya   dan/atau kepenguasaannya 

berpindah. 

(2)   Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil 

inventarisasi fisik (stock opname). 

(3)    Persediaan bahan habis pakai diakui sebagai beban. 
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(4)   Persediaan obat-obatan pada tingkat unit Puskesmas, Puskesmas 

Pembantu dan Polindes hanya diakui pada tingkat Puskesmas. d)   

Pengukuran 

(1)  Persediaan dicatat sebesar: 

(a)   Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan 

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya 

perolehan. 

(b) Harga   pokok   produksi   apabila   diperoleh   dengan 

memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan 

meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang 

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara 

sistematis. Dalam menghitung biaya pokok produksi, dapat 

digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit 

dilakukan. 

(c)   Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. 

Contoh:  proses  pengembangbiakan  hewan  dan  tanaman, 

donasi, rampasan dan lainnya. 

(2)  Persediaan dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode: 

(a)   Metode sistematis FIFO (First In First Out), dimana barang yang 

masuk lebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. 

(b)   Harga pembelian terakhir. 

(3)  Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO 

untuk klasifikasi persediaan: 

(a) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/entitas lainnya; 

(b)  Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/entitas lainnya; 

(c)   Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan  untuk  dijual  atau  diserahkan 

kepada masyarakat/entitas lainnya; dan 

(d) Aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/entitas lainnya. 

(4) Metode harga pembelian terakhir digunakan untuk persediaan yang 

nilai satuannya tidak material, perputarannya cepat, dan persediaan 

tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa: 

(a)   barang konsumsi, barang cetakan, dan yang sejenis; dan 

(b) bahan/material  yang  Meliputi  persediaan  bahan  baku bangunan, 

persediaan bahan/bibit tanaman, persediaan hewan ternak, 

persediaan obat-obatan, persediaan bahan kimia dan bahan 

laboratorium, persediaan bahan makanan dan karcis untuk 

retribusi. 

Beban Persediaan 

(1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods); 

(2) Persediaan   yang   di   nilai   menggunakan   Metode   Sistematis 

FIFO,diatur sebagai berikut: 

(a)   persediaan yang di nilai menggunakan Metode Sistematis FIFO 

adalah seperti tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat/entitas lain, Peralatan dan Mesin untuk di 

jual atau diserahkan kepada masyarakat/entitas lain, Jalan, 

Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/entitas lain, Aset Tetap Lainnya untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; 

(b)   jika nilai persediaan tersebut dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/entitas lain, nilai tercatat persediaan tersebut harus 
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diakui sebagai beban pada periode diakuinya 

pendapatan/penyerahan kepada masyarakat/entitas lain. 

(c)   Metode Sistematis FIFO mengasumsikan unit pertama yang 

dibeli/dibuat/dibangun akan dijual/diserahkan kepada 

masyarakat/entitas lain akan menjadi beban terlebih dahulu, 

sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan adalah unit yang 

dibeli/dibuat/dibangun kemudian 

(3) Persediaan yang dinilai dengan Metode Harga Pembelian Terakhir 

meliputi: 

(a)   kebijakan akuntansi untuk persediaan yang nilai satuannya 
tidak material, perputarannya cepat serta penggunaannya sulit 

dilakukan identifikasi berupa barang konsumsi, Alat Tulis 

Kantor, barang cetakan, barang habis pakai dan yang sejenis 

dicatat persediaannya secara periodik. 

(b) beban persediaan dicatat pada saat jenis barang tersebut 

dibeli/diadakan sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan sampai 

jenis barang tersebut siap dikonsumsi/digunakan. 

(4) Pada akhir periode untuk persediaan yang dinilai dengan Metode 

Harga Pembelian Terakhir dilakukan inventarisasi fisik, nilai 

persediaan dihitung berdasarkan unit fisik yang belum 

dikonsumsi/digunakan dikalikan dengan harga pembelian/pengadaan 

terakhir, nilai tersebut diakui sebagai nilai persediaan dan mengurangi 

beban. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan. 

(1)   Saldo persediaan disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara 

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(2)   Hal-hal   yang   perlu   diungkapkan   dalam   laporan   keuangan 

pemerintah daerah, antara lain: 

(a)  kebijakan    akuntansi    yang    digunakan    dalam    mengukur 

persediaan; 

(b) jumlah persediaan; 

(c)  jenis persediaan; 

(d) kondisi persediaan. 
4) Kebijakan Investasi a)   

Definisi 

(1) Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat 

sosial,  sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan  pemerintah daerah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Investasi   merupakan   instrumen   yang   dapat   digunakan   oleh 

pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk 

memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan 

dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam 

rangka manajemen kas. 

b)   Klasifikasi 

(1)  Investasi  diklasifikasikan  menjadi  dua  kelompok  berdasarkan jangka 

waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. 

(2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas 

yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila 

timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang 

dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10). 

(3)  Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, 

antara lain terdiri atas: 

(a)  Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau 
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yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); 

(b) Surat Utang Negara (SUN); dan 

(c)  Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

(4)  Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

(5) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman 

investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.  Investasi Permanen  

adalah  investasi  jangka  panjang  yang  dimaksudkan untuk dimiliki 

secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah 

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 

tidak berkelanjutan. 

(6)  Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau 

menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah 

kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat 

untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 

(7)  Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara 

lain dapat berupa: 

(a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh 

temponya oleh pemerintah daerah. 

(b) penanaman  modal  dalam  proyek  pembangunan  yang  dapat 

dialihkan kepada pihak ketiga. 

(c)  dana   yang   disisihkan   pemerintah   daerah   dalam   rangka 

pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir 

kepada kelompok masyarakat. 

(d) Investasi    nonpermanen    lainnya,    yang    sifatnya    tidak 

dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara 

berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk 

penyehatan/penyelamatan perekonomian. 

(8)  Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah 

investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi 

untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam 

jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi 

permanen ini dapat berupa: 

(a)   Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMN; 

(b)   Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD; 

(c)   Penyertaan Modal pada Badan Usaha milik swasta; dan 

(d)   Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah 

untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

c)   Pengakuan 

(1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(a)  Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 

potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh pemerintah 

daerah; 

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 

memadai/andal (reliable). 

(2) Pengeluaran  untuk  perolehan  investasi  jangka  pendek  diakui sebagai 

pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai 

belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran  

untuk memperoleh  investasi jangka  panjang diakui sebagai 

pengeluaran pembiayaan. 

d)   Pengukuran 
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(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai 

nominal deposito tersebut. 

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai 

dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasar. 

(3) Investasi   jangka   panjang   yang   bersifat   permanen   misalnya 

penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya 

perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah 

biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. 

(4) Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi 

jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki 

berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 

(5) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan 

yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan. 

(6) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek- 

proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya 

pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan 

dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek 

sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 

(7) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset 

pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah 

daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi 

tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 

(8) Harga  perolehan  investasi  dalam valuta  asing  harus  dinyatakan 

dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 

Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

(9) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama 

periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang 

konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang 

diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan 

bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai 

tercatat investasi (carriying value) tersebut. 

(10)   Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 
(a)   Metode Biaya; (b)   

Metode Ekuitas; 

(c)   Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. 

(11)   Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi berdasarkan harga perolehan. 

(12)   Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut 

kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas 

kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) 

yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

(13)   Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan 

menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang 

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 

usaha/badan hukum yang terkait. 

(14)   Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau 

kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang 

signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan 

metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar  biaya  

perolehan  dan  ditambah  atau  dikurangi  sebesar bagian laba atau rugi 

pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen 
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dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai 

investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga 

diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, 

misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing 

serta revaluasi aset tetap. 

(15)  Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat 

nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan 

terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka 

waktu dekat. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. 

Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai 

pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan 

Laporan Operasional (LO). Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan 

investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi 

investasi jangka pendek oleh BUD dan BLUD, dan tidak dilaporkan 

dalam LRA. 

(2) Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik 

yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. 

Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui 

sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. 

(3) Pengungkapan  investasi  dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan 

sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

(a)  Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 
(b) Jenis-jenis investasi jangka pendek, investasi permanen dan 

nonpermanen; 

(c)  Perubahan harga pasar investasi jangka pendek; 

(d) Penurunan   nilai   investasi   yang   signifikan   dan   penyebab 

penurunan tersebut; 

(e)  Investasi   yang   dinilai   dengan   nilai   wajar   dan   alasan 

penerapannya; 

(f)  Perubahan pos investasi. 

(4) Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena 

perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian. Investasi 

bersaldo minus diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat 

diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau 

pemerintah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban 

hukum (incurred legal/constructive obligation) terhadap perusahaan 

daerah. 

(5) Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan 

kewajiban hukum terhadap terhadap perusahaan daerah tersebut, maka 

investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca. 

5) Kebijakan Aset Tetap a)   

Definisi 

(1)  Aset  tetap  merupakan  aset  berwujud  yang  mempunyai  masa 

manfaat  lebih dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan  atau 

dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

(2)  Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu 

aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut 

dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

(3)  Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang 

dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. 
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(4)  Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. 

(5)  Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari 

biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak 

aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap 

merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. 

(6)  Masa manfaat adalah: 

(a)  Periode  suatu  aset  diharapkan  digunakan  untuk  aktivitas 

pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau 

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh 

dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

(7)  Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada 

akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya 

pelepasan. 

b)   Klasifikasi 

(1)  Aset Tetap diklasifikasikan dalam Tanah; Peralatan dan Mesin; 

Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap 

Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

(2)  Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan  operasional  pemerintah  dan  dalam kondisi  siap 

dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang 

digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 

(3) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal 

kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulandan dalam 

kondisi siap pakai. 

(4)  Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk 

dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, 

rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, 

monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-

rambu. 

(5)  Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi 

dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, 

juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi dan jaringan 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

(a)  Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada altematif lain penggunaannya; 

(c)  Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 

(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 

(6) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk kategori Aset Tetap 

Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang 

bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman 

(7) Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi, 

yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, 

sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
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(8)  Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang 

sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan 

keuangan belum selesai seluruhnya. 

c)   Pengakuan 

(1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat 

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. 

(2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai 
berikut: 

(a)  berwujud; 

(b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

(c)  biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

(d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 
dan 

(e)  diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

(f)  nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi 

aset tetap yang telah ditetapkan. 

(3) Aset  Tetap  yang  diperoleh  dari  pengadaan  barang  dan  jasa 

dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis 

kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Aset tetap diakui pada saat aset 

tersebut diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah yang ditandai 

dengan adanya dokumen berita acara serah terima atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

(4) Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset 

Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. 

(5) Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat 

terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan 

hukum tetap. 

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat 

diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa 

belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan 

aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap 

pakai untuk digunakan. 

(7) Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan 

apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi 

tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan 

bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang 

seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. 

Batasan Nilai Minimum Kapitalisasi Perolehan Awal Aset Tetap 

(1) Kapitalisasi  adalah  penentuan  nilai  pembukuan  terhadap  semua 

pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk 

meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur 

teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 

(2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran 

pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil 

pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. 

(3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk 

menentukan nilai perolehan minimum suatu aset dikapitalisasi. 

(4) Aset Tetap Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak memiliki nilai 
satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapapun nilainya 

akan dikapitalisasi. 
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(5) Batas nilai satuan minimum untuk perolehan awal aset tetap sebagai 

berikut: 

(a) Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00; 

(b) Peralatan dan mesin selain alat angkutan dan alat berat sebesar 

Rp500.000,00; 

(c) Gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00; 

(d) Aset    tetap    lainnya    berupa    buku    perpustakaan    sebesar 

Rp100.000,00; dan 

(e) Aset    tetap    lainnya    selain    buku    perpustakaan    sebesar 

Rp300.000,00. 

d)   Pengukuran 

(1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 

(2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan 

tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar 

pada saat perolehan. 

(3) Biaya perolehan aset terdiri dari: 

(a)  Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan 

pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat; 

(b) Seluruh    biaya    lainnya    yang    secara    langsung    dapat 

dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa 

aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk 

penggunaan yang dimaksudkan. 

(4)  Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

(a)   biaya perencanaan dan pengawasan; 

(b)   biaya lelang; 

(c)   biaya persiapan tempat; 

(d)   biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan 

bongkar muat (handling cost); 

(e)   biaya pemasangan (instalation cost); 
(f)   biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan 

(g)   biaya konstruksi. 

(5) Biaya  perolehan  Tanah  meliputi  harga  perolehan  atau  biaya 

pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh 

hak, honor tim, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan 

biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai 

tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang 

dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 

dimusnahkan. 

(6) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya 

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin 

tersebut siap digunakan. 

(7) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi harga pembelian 
atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, termasuk biaya 

pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 

(8) Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa biaya perolehan 

atau biaya konstruksi, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perijinan, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, 

jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. 

(9) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. 
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(10)  Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu 

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau 

membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi 

dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka 

merupakan bagian dari perolehan aset tetap. 

(11)  Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan 

aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal 

pengadaan lebih dari satu aset dan penganggarannya dalam satu 

dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan dilakukan secara 

proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset 

tertentu yang paling material. 

(12)   Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola 

meliputi: 

(a)  biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku; 

(b) biaya   tidak   langsung   termasuk   biaya   perencanaan   dan 

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan 

(c)  semua    biaya    lainnya    yang    terjadi    berkenaan    dengan 

pembangunan/perolehan Aset Tetap tersebut. 

Aset Tetap Digunakan Bersama 

(1)   Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, 

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas 

Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) 

terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan 

penggunaan oleh Gubemur/Bupati/Walikota selaku Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

(2)   Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan 

pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian. 

 
Aset Tetap Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial Fasilitas Umum 

(1)   Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak 

ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), 

pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah 

Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. 

(2)  Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai 

berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima 

(BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka 

fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos 

fasum diperoleh. 

Pertukaran Aset (Exchange Of Assets) 

(1)   Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau 

sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak 

sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset 

yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas 

lainnya yang ditransfer/diserahkan. 

(2)   Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan 

aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar 

aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan 

perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang 

diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai 

aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus 

dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut. 
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(3)   Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu 

aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki 

nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan 

dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru 

diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang 

dilepas. 

Aset Donasi 

(1)  Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. 

(2)  Sumbangan   aset   tetap   didefinisikan   sebagai   transfer   tanpa 

persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan 

nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk 

digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. 

Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan 

bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta 

hibah. 

(3)  Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap 

tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah 

daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap 

untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya  kepada 

pemerintah daerah telah  dianggap  selesai. Perolehan aset tetap 

tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan 

pertukaran. 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 

(1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi 

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan    

kapasitas,    peningkatan    mutu    produksi,    atau 

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset 

yang bersangkutan (carrying amount). 

(2)   Pengeluaran untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang 
ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa atas aset dimaksud dari performa standar yang 

diharapkan maka dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada 

saat terjadinya. 

(3)   Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat 

dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

(a) Pengeluaran   tersebut   mengakibatkan   bertambahnya   masa 

manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; 

dan 

(b) Pengeluaran    tersebut    memenuhi    batasan    minimal    nilai 

kapitalisasi Aset Tetap/aset lainnya. 

(4)   Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis 
yang diharapkah dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah 

gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. 

Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan 

gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya 

renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 

15 tahun. 

(5) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau 

kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator 
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listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga 

kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW. 

(6)   Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset 

Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah 

ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal. 

(7)   Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan 

ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan 

suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2. 

(8)   Batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah 

perolehan sebagai berikut: 

(a)   Pengeluaran untuk konstruksi meliputi gedung dan bangunan, 
jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp10.000.000,00. 

(b)   Pengeluaran     untuk     peralatan     dan     mesin     sebesar 

Rp500.000,00. 

Penyusutan 

(1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan 

dalam laporan operasional. 

(2)  Selain Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, 

seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset 

tersebut. 

(3)  Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak 

dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan 

penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak 

dapat digunakan atau mati. 

(4)  Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan 
umur ekonomis  mana yang lebih pendek (whichever is shorter) 

antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. 

(5)  Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya 

dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak 

Ketiga atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya 

Aset Tetap. 

(6)  Untuk perhitungan penyusutan, dilakukan secara bulanan, 

dimulai pada bulan dimana aset tetap tersebut diakui sebagai 

aset tetap. 

(7) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus 

(straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif 

penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang 

sama. 

(8) Metode garis lurus atau straight line method adalah metode 

penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap 

periode akuntansi selama masa manfaat dari aset tetap yang 

bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap 

sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. 

(9)  Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud angka 

65 diatas menggunakan formula sebagai berikut: 

Nilai yang dapat disusutkan
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KODE  

URAIAN 
BARANG 

(1) (2) 
1.3 Aset Tetap 
1.3.2 Peralatan dan Mesin 

1.3.2.01 Alat-alatBesar 

1.3.2.01.01 Alat-Alat Besar Darat 

1.3.2.01.02 Alat-Alat BesarApung 

1.3.2.01.03 Alat-alat Bantu 

1.3.2.02 Alat-alatAngkutan 

1.3.2.02.01 Alat AngkutanDaratBermotor 

1.3.2.02.02   Alat 
                                         AngkutanBeratTakBermotor 

1.3.2.02.03  Alat AngkutApungBermotor 

1.3.2.02.04 Alat AngkutApungTakBermotor 

1.3.2.02.05 Alat AngkutBermotor Udara 

1.3.2.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 

1.3.2.03.01 Alat BengkelBermesin 

1.3.2.03.02 Alat BengkelTakBermesin 

 

Penyusutan per periode =  

 
Masa manfaat

(10)   Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing- 

masing kelompok aset tetap tercantum dalam Tabel Masa Manfaat 

sebagai berikut: 
TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP  

 
Masa Manfaat 
 

(3)
 
 
 
 

10       Tahun 

10       Tahun 

10       Tahun 
 

 
10       Tahun 

10       Tahun 
 

10       Tahun 

10       Tahun 

10       Tahun 
 

 
5        Tahun 

5        Tahun
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1.3.2.03.03  Alat Ukur 5 Tahun 

1.3.2.04 Alat Pertanian    

1.3.2.04.01  Alat Pengolahan 5 Tahun 

1.3.2.04.02  
   

Alat PemeliharaanTanaman/Alat 
Penyimpan 

5 Tahun 

1.3.2.05                       Alat Kantor dan RumahTangga 

1.3.2.05.01  Alat Kantor 5 Tahun 

1.3.2.05.02  Alat RumahTangga 5 Tahun 

1.3.2.05.03  PeralatanKomputer 5 Tahun 

1.3.2.05.04  
   

Meja Dan 
KursiKerja/RapatPejabat 

5 Tahun 

1.3.2.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar   

1.3.2.06.01 Alat Studio 5 Tahun 

1.3.2.06.02 Alat Komunikasi 5 Tahun 

1.3.2.06.03 PeralatanPemancar 5 Tahun 

1.3.2.06.04 Peralatan Komunikasi Navigasi 5 Tahun 
 

1.3.2.07                       Alat-alatKedokteran dan Kesehatan 
 

1.3.2.07.01  Alat Kedokteran 5 Tahun 
1.3.2.07.02  Alat Kesehatan Umum 5 Tahun 

 
1.3.2.08 

 
Alat Laboratorium 

   

1.3.2.08.01  Unit-Unit Alat Laboratorium 5 Tahun 

1.3.2.08.02  
   

Unit Alat Laboratorium Kimia 
Nuklir 

5 Tahun 

1.3.2.08.03  Alat PeragaPraktekSekolah 5 Tahun 

1.3.2.08.04  
   

Alat Laboratorium FisikaNuklir 
/ Elektronika 

5 Tahun 

1.3.2.08.05  Alat ProteksiRadiasi / Proteksi 
Lingkungan 

5 Tahun 

1.3.2.08.06  
 

   

Radiation Aplication and Non 
Destructive Testing Laboratory 
(BATAM) 

5 Tahun 

1.3.2.08.07  
   

Alat Laboratorium Lingkungan 
Hidup 

5 Tahun 

1.3.2.08.08  
   

Peralatan Laboratorium 
Hidrodinamika 

5 Tahun 

1.3.2.08.09  
   

Alat Laboratorium Standarisasi 
Kalibrasi dan Instrumentasi 

5 Tahun 

1.3.2.09 Alat-alat Persenjataan    

1.3.2.09.01  SenjataApi 5 Tahun 
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1.3.2.09.02  Persenjataan Non SenjataApi 5 Tahun 

1.3.2.09.03  SenjataSinar 5 Tahun 

1.3.2.09.04  Alat KhususKepolisian 5 Tahun 

1.3.2.10 Komputer    
1.3.2.10.01  Komputer Unit 5 Tahun 

1.3.2.10.02  PeralatanKomputer 5 Tahun 

1.3.2.11 Alat Eksplorasi    
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1.3.2.11.01 Alat EksplorasiTopografi 5        Tahun 

1.3.2.11.02 Alat EksplorasiGeofisika 5        Tahun 

1.3.2.12 Alat Pengeboran  
1.3.2.12.01 Alat PengeboranMesin 5        Tahun 

1.3.2.12.02 Alat Pengeboran Non Mesin 5        Tahun 

1.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian  
1.3.2.13.01 Sumur 5        Tahun 

1.3.2.13.02 Produksi 5        Tahun 

1.3.2.13.03 Pengolahan dan Pemurnian 5        Tahun 

1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi  
1.3.2.14.01 Alat Bantu Eksplorasi 5        Tahun 

1.3.2.14.02 Alat Bantu Produksi 5        Tahun 

1.3.2.15 Alat KeselamatanKerja  
1.3.2.15.01 Alat Deteksi 5        Tahun 

1.3.2.15.02 Alat Pelindung 5        Tahun 

1.3.2.15.03 Alat SAR 5        Tahun 

1.3.2.15.04 Alat KerjaPenerbangan 5        Tahun 

1.3.2.16 Alat Peraga  
1.3.2.16.01   Alat PeragaPelatihan dan 

                                        Percontohan 
5        Tahun 

1.3.2.17  Peralatan Proses/Produksi  
1.3.2.17.01 Unit Peralatan Proses/Produksi 5        Tahun 

1.3.2.18 Rambu-Rambu  
1.3.2.18.01 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 5        Tahun 

1.3.2.18.02   Rambu-rambu Lalu Lintas 
                                        Udara 

5        Tahun 

1.3.2.18.03  Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 5        Tahun 

1.3.2.19 PeralatanOlahraga  
1.3.2.19.01 PeralatanOlahraga 5        Tahun 

1.3.3 Gedung dan Bangunan  
1.3.3.01 Bangunan Gedung  

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung TempatKerja 50       Tahun 

1.3.3.01.02   Bangunan Gedung 50       Tahun 
                                          TempatTinggal  

1.3.3.02  Monumen   

1.3.3.02.01 Candi/TuguPeringatan/Prasasti 50       Tahun 

1.3.3.03 Bangunan Menara  
1.3.3.03.01 Bangunan Menara Perambuan 40       Tahun 

1.3.3.04 TuguTitikKontrol/Prasasti  
1.3.3.04.01 TuguTitikKontrol/Prasasti 50       Tahun 

1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan  
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1.3.4.01 Jalan dan Jembatan  

1.3.4.01.01 Jalan 10       Tahun 

1.3.4.01.02 Jembatan 50       Tahun 

1.3.4.02 Bangunan Air/Irigasi  

1.3.4.02.01 Bangunan Air Irigasi 50       Tahun 

1.3.4.02.02 Bangunan Air Pasang Surut 50       Tahun 

1.3.4.02.03 BangunanPengembanganRawa 25       Tahun 
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1.3.4.02.04   BangunanPengaman Sungai dan 
                                        PenanggulanganBencanaAlam 

10       Tahun 

1.3.4.02.05   BangunanPengembanganSumbe 30       Tahun 
                                          r Air dan Air Tanah  

1.3.4.02.06   Bangunan Air Bersih/Baku 40       Tahun 

1.3.4.02.07 Bangunan Air Kotor 40       Tahun 

1.3.4.03 Instalasi  

1.3.4.03.01 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30       Tahun 

1.3.4.03.02 Instalasi Air Kotor 30       Tahun 

1.3.4.03.03 InstalasiPengolahanSampah 10       Tahun 

1.3.4.03.04   InstalasiPengolahanBahanBangu 10       Tahun 
                                         nan  

1.3.4.03.05  InstalasiPembangkit Listrik 40       Tahun 

1.3.4.03.06 InstalasiGardu Listrik 40       Tahun 

1.3.4.03.07 InstalasiPertahanan 30       Tahun 

1.3.4.03.08 Instalasi Gas 30       Tahun 

1.3.4.03.09 InstalasiPengaman 20       Tahun 

1.3.4.04 Jaringan  

1.3.4.04.01 Jaringan Air Minum 30       Tahun 

1.3.4.04.02 Jaringan Listrik 40       Tahun 

1.3.4.04.03 JaringanTelepon 20       Tahun 

1.3.4.04.04 Jaringan Gas 30       Tahun 

1.3.5 Aset Tetap Lainnya  
1.3.5.07 Aset Tetap Dalam Renovasi  
1.3.5.07.01 Aset Tetap DalamRenovasi 5        Tahun 

 
(11)   Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi 

nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam 

pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka 

penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. 

(12)   Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai 

yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. 

(13)   Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit 

Aset Tetap tanpa ada nilai residu/nilai sisa. 

(14) Penentuan  Masa  Manfaat  Aset  Tetap  dilakukan  dengan 

memperhatikan faktor-faktor prakiraan: 

(a)  daya pakai; dan 

(b) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari aset tetap 

yang bersangkutan. 

(15)   Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan. 

(16)   Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (14) 

perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam 

hal: (a)  terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset 

tetap; 

(b) terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat; 
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atau 

(c)  terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset 

Tetap yang baru diketahui dikemudian hari. 

(17) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat, 

mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan, apabila nilai 

perbaikan sama dengan atau melebihi batasan minimum nilai 

Kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditentukan sesuai Peraturan Bupati 

terkait Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Landak. 

(18)   Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) meliputi: 

(a)  rehabilitasi; 

(b) renovasi; atau 

(c)  restorasi. 

(19) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, merupakan 

perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan 

kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai 

dengan kondisi semula. 

(20)   Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, merupakan 

perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan 

maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 

(21)   Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, merupakan 

perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan 

arsitekturnya. 

(22)   Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat dilakukan perbaikan 

tercantum dalam Tabel Tambahan Masa Manfaat Aset Tetap Akibat 

Perbaikan sebagai berikut : 
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TABEL TAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP 

AKIBAT PERBAIKAN 
 

KODE 
BARAN 

G 

 

 
URAIAN 

 

 
JENIS 

PERSENTASE 
RENOVASI/RESTORASI 

OVERHAUL DARI 
HARGA PEROLEHAN 

PENAMBA 
HAN 

MASA 
MANFAAT 
(TAHUN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

02 
 
GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 

 

0202 
 

ALAT –ALAT BESAR 
   

 
 

020201 

 
ALAT – ALAT BESAR 

DARAT 

 
 

Overhoul 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 35% 1 
˃ 35% s.d 60% 3 

˃ 60% 5 
 
 

020202 

 
ALAT – ALAT BESAR 

APUNG 

 
 

Overhoul 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 35% 1 
˃ 35% s.d 60% 2 

˃ 60% 4 
 

020203 
 

ALAT – ALAT BANTU 
 Pemeliharaan tidak 

Dikapitalisasi 
 

 

0203 
 

ALAT-ALAT ANGKUTAN 

 

020301 
ALAT ANGKUTAN 
DARAT BERMOTOR 

 

Overhaul 
˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 1 
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   ˃ 40% s.d 70% 2 

   ˃ 70% 4 
 

020302 

ALAT ANGKUTAN  Pemeliharaan tidak  
BERAT TAK  Dikapitalisasi  
BERMOTOR    

 

 

020303 

 

ALAT ANGKUT APUNG 
BERMOTOR 

 

 

Overho

ul 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 70% 4 

˃ 70% 6 
 

020304 

ALAT ANGKUT APUNG 

TAK BERMOTOR 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

 

020305 

  

 

Overha

ul 

˃  0% s.d 10% 0 
ALAT ANGKUT ˃ 10% s.d 40% 4 
BERMOTOR UDARA ˃ 40% s.d 70% 9 

 ˃ 70% 10 
 

0204 

 

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 
 

 

020401 

  

 

Overha

ul 

˃ 0% s.d 10% 0 
ALAT BENGKEL ˃ 10% s.d 40% 1 
BERMESIN ˃ 40% s.d 70% 2 

 ˃ 70% 4 
 

020402 

ALAT BENGKEL TAK 

BERMESIN 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

020403 

 

ALAT UKUR 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

0205 

 

ALAT PERTANIAN 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

020501 

 

ALAT PENGOLAHAN 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

020502 

ALAT PEMELIHARAAN  Pemeliharaan tidak  
TANAMAN/ALAT  Dikapitalisasi  
PENYIMPANAN    

 

0206 

ALAT KANTOR DAN 

RUMAH TANGGA 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

020601 

 

ALAT KANTOR 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

020602 

 

ALAT RUMAH TANGGA 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

020603 

PERALATAN  Pemeliharaan tidak  
KOMPUTER  Dikapitalisasi  

 

020604 

MEJA DAN KURSI 

KERJA/RAPAT PEJABAT 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  

 

0207 

 

ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 
 

020701 

 

ALAT STUDIO 

 Pemeliharaan tidak  
 Dikapitalisasi  
 Pemeliharaan tidak  
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PERALATAN  

dikapitalisasi

 

020702 

 

ALAT KOMUNIKASI 

 Dikapitalisasi  
 

020703 

  Pemeliharaan tidak  
    
PEMANCAR    
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0208 

 
ALAT-ALAT KEDOKTERAN 

 

020801 
 

ALAT KEDOKTERAN  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

020802 
 

ALAT KESEHATAN 
 Pemeliharaan tidak 

dikapitalisasi 
 

 

0209 
 

ALAT LABORATORIUM  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

020901 
UNIT-UNIT 
LABORATORIUM 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
020902 

ALAT 
PERAGA/PRAKTEK 
SEKOLAH 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

020903 
UNIT LABORATORIUM 
KIMIA NUKLIR 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
020904 

ALAT LABORATORIUM 
FISIKA 
NUKLIR/ELEKTRONIKA 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
020905 

ALAT PROTEKSI 
RADIASI/PROTEKSI 
LINGKUNGAN 

 
 

Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
 

020906 

RADIATIONAPLICATIO 
N AND NON 

DESTRUCTIVE TESTING 

LABORATORY 

(BATAM) 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

020907 
ALAT LABORATORIUM 
LINGKUNGAN HIDUP 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
020908 

PERALATAN 
LABORATORIUM 
HIDRODINAMIKA 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
0210 

ALAT-ALAT 
PERSENJATAAN/KEAM 
ANAN 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

021001 
 

SENJATA API  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

021002 
PERSENJATAAN NON 
SENJATA API 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

021003 
 

AMUNISI  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

021004 
 

SENJATA SINAR  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

021005 
SENJATA KEAMANAN 
DAN PERLINDUNGAN 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
03 

 
GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 
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0311 

 
BANGUNAN GEDUNG 

 
031101 

 

BANGUNAN GEDUNG 
TEMPAT KERJA 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 

 

 

  

 



Laporan Keuangan 
SKPD BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Tahun Anggaran 2024 

 

71 
 

 

 
031102 

 

BANGUNAN GEDUNG 

TEMPAT TINGGAL 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031103 
 
BANGUNAN MENARA 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

0312 
 
MONUMEN 

 
031201 

 

BANGUNAN 

BERSEJARAH 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031202 
 
TUGU PERINGATAN 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031203 
 
CANDI 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031204 

 

MONUMEN/BANGUNA 

N BERSEJARAH 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031205 
 
TUGU PERINGATAN 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031206 

 

TUGU TITIK 
KONTROL/PASTI 

 
Renovasi 

˃   0%   s.d 25% 0 
˃  25%  s.d 45% 5 

˃  45% 10 
 

031207 
 

RAMBU-RAMBU 
 

Overhaul 
Pemeliharaan tidak 

dikapitalisasi 
 

 

031206 
RAMBU-RAMBU LALU 

LINTAS UDARA 

 

Overhaul 
Pemeliharaan tidak 

dikapitalisasi 
 

 
04 

 
GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

 

0413 
 

JALAN DAN JEMBATAN 

 
041301 

 
JALAN 

 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 

˃ 40% 10 
 
 

041302 

 
 
JEMBATAN 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 
˃ 40% s.d 50% 10 

˃ 50% 15 
 

0414 
 

BANGUNAN AIR IRIGASI 

 
 

041401 

 
BANGUNAN AIR 
IRIGASI 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 50% 5 

˃ 50% 10 
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041402 

 

BANGUNAN AIR 

PASANG SURUT 

 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 50% 5 
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   ˃ 50% 10 
 
 

041403 

 
 
BANGUNAN AIR 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 50% 5 

˃ 50% 10 
 
 

041404 

BANGUNAN 
PENGAMANAN SUNGAI 

DAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA ALAM 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 1 
˃ 40% s.d 50% 2 

˃ 50% 3 

 
 

041405 

BANGUNAN 

PENGEMBANGAN 

SUMBER AIR DAN 

TANAH 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 1 
˃ 40% s.d 50% 2 

˃ 50% 3 
 
 

041406 

 
BANGUNAN AIR 
BERSIH/BAKU 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 50% 5 

˃ 50% 10 
 
 

041407 

 
BANGUNAN AIR 
KOTOR 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 
˃ 40% s.d 50% 10 

˃ 50% 15 
 
 

041408 

 
 
BANGUNAN AIR 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 
˃ 40% s.d 50% 10 

˃ 50% 15 
 

0415 
 
INSTALASI 

 
 

041501 

 
INSTALASI AIR 
MINUM/BERSIH 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 50% 7 

˃ 50% 10 
 
 

041502 

 
 
INSTALASI AIR KOTOR 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 2 
˃ 40% s.d 50% 7 

˃ 50% 10 
 

 
 

041503 

 
INSTALASI 

PENGOLAHAN SAMPAH 

NON ORGANIK 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 1 
˃ 40% s.d 50% 3 

˃ 50% 5 
 
 

041504 

 

INSTALASI 

PENGOLAHAN BAHAN 

BANGUNAN 

 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 1 
˃ 40% s.d 50% 3 

˃ 50% 5 
 

 
 

041505 

 
 
INSTALASI 

PEMBANGKIT LISTRIK 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 
˃ 40% s.d 50% 10 

˃ 50% 15 
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041506 

 
 
INSTALASI GARDU 
LISTRIK 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 
˃ 40% s.d 50% 10 

˃ 50% 15 
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041507 

 
 
INSTALASI 
PERTAHANAN 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 1 
˃ 40% s.d 50% 3 

˃ 50% 5 
 

 
 

041508 

 

 
 
INSTALASI GAS 

 
 
Renovasi 

˃  0% s.d 10% 0 
˃ 10% s.d 40% 5 
˃ 40% s.d 50% 10 

˃ 50% 15 
 

041509 
INSTALASI 
PENGAMANAN 
(penangkal petir) 

 
Renovasi 

 

Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

0416 
 

JARINGAN 

041601 JARINGAN AIR MINUM  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

041602 JARINGAN LISTRIK  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

041603 JARINGAN TELEPON  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

041604 
 

JARINGAN GAS  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
05 

 
GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA 

0517 BUKU DAN 
PERPUSTAKAAN 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

051701 BUKU  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

051702 TERBITAN  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

051703 BARANG-BARANG 
PERPUSTAKAAN 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

051704 ASET RENOVASI  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
0518 

 
BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 

051801 BARANG BERCORAK 
KEBUDAYAAN 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

051802 ALAT OLAH RAGA 
LAINNYA 

 Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 
0519 

 
HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN 

051901 HEWAN  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

051902 TANAMAN  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 

 

 

0520 
 

ASET RENOVASI 

 

052001 
 

ASET RENOVASI  Pemeliharaan tidak 
dikapitalisasi 
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(23)   Masa  Manfaat  Aset  Tetap  dapat  diusulkan  untuk  

diubah  oleh pengguna yang kemudian disampaikan 

kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola, dengan 

mempertimbangkan kesesuaian sisa 

Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap. 

(24)   Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset 

Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat 

diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak 

sesuai dengan kondisi Aset Tetap. 

Penyusunan Neraca Awal 

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan 

aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. 

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal, atas 

perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau 

nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada. 

Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap 

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau 

bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya  dan dianggap tidak 

memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang 

setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan 

DPRD. 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 

(1)  Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena 

kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset 

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari 

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah 

yang berlaku secara nasional. 

(2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 

penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset 

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 

tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Aset Tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan Aset 

Tetap dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal 

pelaporan dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

(2) Laporan  keuangan  harus  mengungkapkan  untuk  masing-masing 

jenis Aset Tetap sebagai berikut: 

(a)  Dasar  penilaian  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai 
tercatat (carrying amount); 

(b)  Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

i.  Penambahan; 

ii.  Pelepasan; 
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iii.  Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

iv.  Mutasi Aset Tetap lainnya. 

(c)  Informasi penyusutan, melalui: 

i.  Nilai penyusutan; 

ii.  Metode penyusutan yang digunakan; 

iii.  Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

iv.  Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode. 

(3)  Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

(a)  Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap; 

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan 

Aset Tetap; 

(c)  Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan 

(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap. 

(4) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal 

berikut harus diungkapkan: 

(a)  Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 

(b) Tanggal efektif penilaian kembali; 

(c)  Jika ada, nama penilai independen; 
(d) Hakikat  setiap  petunjuk  yang  digunakan  untuk  menentukan 

biaya pengganti; dan 

(e)  Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. 

(5) Aset  bersejarah  (heritage  assets)  tidak  disajikan  dalam  neraca, 

namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. 

6) Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 

a)   Definisi 

(1)    Dana   cadangan   merupakan   dana   yang   disisihkan   untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang 

tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran (PSAP 01 Paragraf 

8). 

(2)    Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan 

peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan 

untuk peruntukan yang lain. 

(3)    Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. 

Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan 

dirinci menurut tujuan pembentukannya. 

b)   Pengakuan 
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas 

Daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui 

proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. 

c)   Pengukuran 

(1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang 

diklasifikasikan ke Dana Cadangan berdasarkan SP2D-LS 

pengeluaran pembiayaan. 

(2) Pencairan  Dana  Cadangan  mengurangi  Dana  Cadangan  yang 

bersangkutan dan diukur sebesar nilai nominal. 
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(3) Pembentukan  Dana  Cadangan  menambah  Dana  Cadangan  yang 

bersangkutan. 

(4) Hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  pengelolaan   Dana  Cadangan 

misalnya berupa jasa giro/bunga merupakan penambah dan 

dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat 

sebagai Pendapatan-LRA/Pendapatan-LO. 

d)   Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset 

Nonlancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(2)  Pengungkapan   dana   cadangan   dalam   Catatan   atas   Laporan 

Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal 

sebagai berikut: 

(a)  dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan; 

(b) tujuan pembentukan dana cadangan; 

(c)  program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (d) 

besaran  dan  rincian  tahunan  dana  cadangan  yang  harus 

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 
(e)  sumber dana cadangan; dan 

(f)  tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan. 

7) Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 

a)   Definisi 

(1)  Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset 

tetap dan dana cadangan (Buletin Teknis SAP 02). 

(2)  Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak 

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 

12  (dua  belas)  bulan,  aset  kerjasama  dengan  Pihak  ketiga 
(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

b)   Klasifikasi 

Aset Lainnya terdiri dari: 

(1) Tagihan Jangka Panjang; 

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan 

tuntutan ganti kerugian daerah. 

Tagihan penjualan angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 

kepada pegawai/kepala daerah. 

Tagihan tuntutan kerugian daerah, adalah sejumlah uang atau barang 

yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada 

negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

(2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan 

diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan 

pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. 

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah: 
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(a)   Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun 

atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan 

kerjasama/kemitraan. 

(b)   Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT), 

adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain 

dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut 

fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 

selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut 

fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang 

setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS. 

(c)   Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) 

adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain 

dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut 

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 

kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh 

pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang 

disepakati. 

(d)   Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang 

Milik Daerah oleh pihak lain  dalam jangka  waktu  tertentu 

dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. 

(3) Aset Tidak Berwujud; 

(a)  Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 

intelektual. Aset tak berwujud berupa goodwill, hak paten, hak 

cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian dengan 

masa manfaat jangka panjang, dan aset tak berwujud lainnya. 

(b) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas 

akibat adanya pembelian kepentinganj/saham di atas nilai buku. 

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas 

berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan 

kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih 

perusahaan. 

(c)  Hak Paten dan Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya 

diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau 

atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat 

menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan 

adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan aset 

tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk 

memanfaatkannya. 

(d) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan dapat diterima 

atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak 

dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau 

perusahaan lain. 
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(e)  Software Komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak 

Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, 

software yang dimaksud di sini adalah software yang dapat 

digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya. 

(f)  Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak 
Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 

Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu. 

(g) Hasil   kajian/penelitian   yang   memberikan   manfaat  jangka 

panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang 

memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang 

akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. 

(h) Aset  Tidak  berwujud  lainnya  merupakan  jenis  aset  tidak 

berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset 

tidak berwujud yang ada. 

(i)  Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan 

pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara 

internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun 

anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal 

pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran 

yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai 

dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak 

Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in 

progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan 

direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. 

(4) Aset Lain-Lain. 

(a)  Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang 

tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, 

kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud. 

(b) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan 

aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. 

Contoh: penghentian penggunaan aset tetap karena rusak berat, 

usang, dan/atau aset tetap yang menunggu proses 

pemindahtangan  (penjualan,  sewa  beli,  penghibahan, 

penyertaan modal). 

c)   Pengakuan 

(1)  Tuntutan ganti kerugian diakui ketika putusan tentang kasus TGR 

terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian (SKP2K). 

(2)  Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah 

dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi. 

(3) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari 

aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. 
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(4)  BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor 

kepada  pemerintah  daerah  disertai  dengan  pengakuan  Utang 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang 

dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 

(5)  Aset Tidak Berwujud diakui jika dan hanya jika: 

(a)   manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa 

potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir 

kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; 

dan\ 

(b)   biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

(6)  Aset Lain-Lain diakui pada saat aset dihentikan dari penggunaan 

aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 

d)   Pengukuran 

(1) Aset Lainnya dicatat sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai 

wajar pada saat perolehan. 

(2) Tagihan  penjualan  angsuran  dinilai  sebesar  nilai  nominal  dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. 

(3) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K 

dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan 

Tanggungjawab Mutlak (SKTJM). 

(4) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam 

perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset 

kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat 

perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling 

objektif atau paling berdaya uji. 

(5) Dana  yang ditanamkan  Pemerintah  dalam Kerjasama/Kemitraan 

dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, 

investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. 

(6) Aset  hasil  kerjasama  yang  telah  diserahkan  kepada  pemerintah 

setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status 

penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau 

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang 

paling objektif atau paling berdaya uji. 

(7) Aset Tidak Berwujud dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga 

yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak 

Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud 

tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa 

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan 

mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. 

(8) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian 

terdiri dari: 

(a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 

(b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 
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dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari 

biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

ii.  Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 

iii.  Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset 
tersebut dapat digunakan; 

iv. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat 

berfungsi secara baik. 

(c)  Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara 
internal dicatat sebagai berikut: 

i.  Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang 

memenuhi  syarat  pengakuan,  diakui  sebesar  biaya 

perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak 

memenuhi kriteria pengakuan. 

ii.  Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya telah 

diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai 

bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di 

kemudian hari. 

iii.  Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan 

software komputer, maka pengeluaran yang dapat 

dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan 

aplikasi. 

(d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak 

berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri 

disajikan sebesar nilai wajar. 

(e)  Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan 

aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut 

nilai tercatatnya. 

(f)  Aset tetap dalam kondisi rusak berat yang direklasifikasi ke aset 

lainnya  tidak disusutkan. 

(g) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 

12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut 

ketentuan perundang-undangan. 

(h) Untuk  amortisasi  aset  tidak  berwujud,  berlaku  ketentuan 

sebagai berikut: 

i.  Nilai   amortisasi   untuk   masing-masing   periode   diakui 

sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tidak Berwujud dalam 

neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. 

ii. Untuk perhitungan amortisasi dilakukan secara bulanan, 

dimulai pada bulan dimana aset tidak berwujud tersebut 

diakui sebagai aset tidak berwujud. 

iii.  Metode  amortisasi  yang  digunakan  adalah  metode  garis 

lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan 

tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah 

yang sama. 

iv.  Metode garis lurus atau straight line method adalah metode 

amortisasi dimana besarnya amortisasi selalu sama dari tiap 
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periode akuntansi selama masa manfaat dari aset tidak 

berwujud  yang  bersangkutan.  Metode  ini  dipilih  karena 

metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan 

sederhana. 

v.  Masa  manfaat  untuk  menghitung  tarif  amortisasi  untuk 
masing-masing   kelompok   aset   tidak  berwujud   adalah 

sebagai berikut: 

    goodwill, hak paten, hak cipta, royalty, lisensi 5 tahun; 

    software, aplikasi dan sejenisnya 5 tahun; 

    hasil kajian/penelitian dan sejenisnya 5 tahun; 

    aset tak berwujud lainnya 5 tahun. 

(i)  Dalam hal terjadi perubahan aset tidak berwujud sebagai akibat 

koreksi nilai aset tidak berwujud yang disebabkan oleh kesalahan 

dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka 

amortisasi aset tidak berwujud tersebut perlu disesuaikan; 

(j)  Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas 

nilai yang dapat di amortisasikan dan nilai akumulasi 

amortisasinya; dan 

(k) Penentuan nilai yang dapat di amortisasikan di lakukan untuk 

setiap unit aset tidak berwujud tanpa ada nilai residu/nilai sisa. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Aset Lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset 

Nonlancar  dan rinciannya  dijelaskan  serta  diungkapkan  dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2)   Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak 

Berwujud antara lain sebagai berikut: 

(a)   masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan; 

(b)   nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi; 

(c)   penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan 

akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset tidak 

Berwujud. 

(3)   Hal-hal yang perlu diungkapkan atas Aset Lain-lain antara lain 

adalah  faktor-faktor  yang  menyebabkan  dilakukannya 

penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan 

penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

8) Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

a)   Definisi 

(1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah daerah. 

(2) Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul antara lain karena: 

(a)  penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman kepada pihak 

ketiga (masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan 

lain, atau lembaga internasional); 

(b) perikatan  dengan  pegawai  yang  bekerja  pada  pemerintah 

daerah; 
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(c)  kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, 

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak; 

(d) kewajiban   kepada   entitas   lainnya   sebagai   konsekuensi 

alokasi/realokasi pendapatan; atau 

(e)  kewajiban kepada pemberi jasa. 

(3) Kewajiban bersifat mengikat dandapat dipaksakan secara hukum 

sebagai konsekuensi atas kontrakatau peraturan perundang- 

undangan. 

b)   Klasfikasi 

(1)    Kewajiban   diklasifikasikan   menjadi   dua   kelompok,   yaitu 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

(2)    Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan 

dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu paling lama 12 bulan 

setelah tanggal pelaporan. 

(3)    Kewajiban jangka panjang, yaitu semua kewajiban lainnya di luar 

kewajiban jangka pendek. Kewajiban dengan jatuh tempo dan 

untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang, jika: 

(a)   jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua 

belas) bulan; 

(b)   entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban 

tersebut atas dasar jangka panjang; 

(c)   maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian 

pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan 

kembali  terhadap  pembayaran,  yang diselesaikan  sebelum 

laporan keuangan disetujui. 

(4)    Yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek antara lain sebagai 

berikut: 

(a)   Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); 

(b)   Utang Bunga; 

(c)   Bagian Lancar Utang Jangka Panjang; 

(d)   Pendapatan Diterima Dimuka; 

(e)   Utang Beban; dan 
(f)   Utang Jangka Pendek Lainnya. 

(5)    Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain 

yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong 

pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan 

Taperum. 

(6)    Utang bunga merupakan bagian dari kewajiban atas pokok utang 

berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. 

(7)    Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian dari Utang 
Jangka Panjang baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri 

yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 

12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. 
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(8)    Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban pemerintah daerah 

yang timbul karena pemerintah daerah telah menerima 

barang/jasa/uang, namun pemerintah daerah belum menyerahkan 

sebagian/keseluruhan barang/jasa kepada Pihak Ketiga. 

(9)    Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena 

entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak 

ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau 

sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam 

klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang 

kepada pihak ketiga (Account Payable). 

Utang beban ini pada umumnya terjadi karena: 

(a)   pihak  ketiga  melaksanakan  penyediaan  barang  atau  jasa 

dimuka dan melakukan penagihan setelah diterimanya 

barang/jasa tersebut, contohnya penyediaan barang/jasa 

berupa listrik, air PAM dan telepon. 

(b)   pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau 

peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah 

diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara 

kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan 

tanggal pelaporan belum dibayar. 

(c) beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal 

pelaporan belum dilakukan pembayaran. 

(10)  Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek 

yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek 

seperti pada akun di atas. 

(11)  Yang  termasuk  dalam  kewajiban  jangka  panjang  antara  lain 

sebagai berikut: 

(a)   Utang Dalam Negeri; 

adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh 

temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari 

sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang 

dalam negeri antara lain: 

   Utang Dalam Negeri – sektor perbankan 

   Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank 

   Utang Dalam Negeri – obligasi 

   Utang kepada Pemerintah Pusat 

   Utang kepada Pemerintah Provinsi 

   Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

(b)   Utang Jangka Panjang Lainnya; 

adalah kewajiban jangka panjang yang tidak termasuk pada 

kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan 

yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya 

kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk 

Bangun Serah Guna (BSG). 

c)   Pengakuan 
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(1) Kewajiban diakui saat dana diterima oleh pemerintah atau 

dikeluarkan oleh kreditur sesuai kesepakatan, dan/atau pada saat 

kewajiban timbul. 

(2)   Utang PFK diakui saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau 

bendahara atas pembayaran belanja. 

(3)   Utang bunga diakui setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian 
dari kewajiban yang berkaitan dengan pinjaman. 

(4)   Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat melakukan 

reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan 

pada setiap akhir periode akuntansi kecuali bagian lancar yang akan 

didanai kembali. 

(5)   Pendapatan  diterima  dimuka  diakui  pada  saat  terdapat/timbul 

klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah 

diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan sebagian 

atau seluruh barang/jasa dari pemerintah daerah. 

(6)   Utang beban diakui pada saat: 

(a)  beban secara peraturan  perundang-undangan  sudah terjadi 

tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 

(b)  terdapat  klaim  pihak  ketiga,  biasanya  dinyatakan  dalam 

bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah 

daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum 

diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. 

(c)  barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau 

pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa 

pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan 

tanggal pelaporan belum dibayar. 

(7)   Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbul 

klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima 

tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal 

pelaporan. 

(8) Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas 

Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi, sepanjang tidak 

diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman. 

(9)   Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga 

kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai 

perjanjian, misalnya  secara angsuran. 

d)   Pengukuran 

(1) Kewajiban  pemerintah  daerah  dicatat  sebesar  nilai  nominalnya. 

Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan 

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. 

(2) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum 

disetorkan oleh bendahara pengeluaran dan/atau Bendahara Umum 

Daerah (BUD) kepada pihak lain di akhir periode. 

(3) Utang bunga dicatat sebesar kewajiban bunga atau commitment fee 

yang telah terjadi/jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh pemerintah. 
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Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman 

biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang 

telah disepakati oleh para pihak. 

(4) Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sebesar jumlah yang akan 

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

neraca. 

(5) Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar kas yang telah diterima 

tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian 

barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah. 

(6) Utang  beban  dicatat  sebesar  beban  yang  belum  dibayar  oleh 

pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan 

tanggal neraca. 

(7) Utang jangka pendek lainnya dicatat sebesar kewajiban yang belum 

dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca. 

(8) Utang dalam negeri dicatat sebesar jumlah dana yang telah ditarik 

oleh pemerintah daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, 

pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang 

sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar 

total penarikan dikurangi dengan pelunasan. 

(9) Utang Obligasi dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu 

nilai nominal/par ditambah premium atau dikurangi diskon yang 

disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut 

mencerminkan   nilai   yang   tertera   pada   lembar   surat   utang 

pemerintah daerah danmerupakan nilai yang akan dibayar 

pemerintah pada saat jatuhtempo. 

(10) Utang kemitraan dicatat berdasarkan nilai yang disepakati dalam 

perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 
(1)   Kewajiban   jangka   pendek   dan   kewajiban   jangka   panjang 

pemerintah daerah disajikan dalam neraca dan diungkapkan secara 

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(2)  Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, 

diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

(a)   jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang 

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 

(b)   jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan 

jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 

(c)   bunga  pinjaman  yang  terutang  pada  periode  berjalan  dan 

tingkat bunga yang berlaku; 

(d)   konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum 

jatuh tempo; 

(e)   perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 
    pengurangan pinjaman; 

    modifikasi persyaratan utang; 

    pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

    pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

    pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 
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   pengurangan   jumlah   bunga   terutang   sampai   dengan 

periode pelaporan. 

(f) jumlah  tunggakan  pinjaman  yang  disajikan  dalam  bentuk 

daftar umur utang berdasarkan kreditur; 

(g)   biaya pinjaman: 
    perlakuan biaya pinjaman; 

   jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode 

yang bersangkutan; dan 

    tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 

9) Kebijakan Akuntansi Ekuitas 

a)   Definisi 

(1)   Ekuitas   adalah   kekayaan   bersih   pemerintah   daerah   yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah 

pada tanggal laporan. 

(2)   Saldo  ekuitas  di  Neraca berasal  dari  saldo  akhir  ekuitas  pada 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

(3)   Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh 

Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai 

persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

(4)   Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas 

untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) 

sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013. 

(5)   Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari 

R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 

diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. 

b)   Pengakuan 

Pengakuan atas ekuitas berdasarkan pengakuan atas aset dan kewajiban. 

c)   Pengukuran 

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan 

kewajiban. 

d)   Penyajian dan Pengungkapan 
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). 

10)  Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO 

a)   Definisi 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

b)   Klasifikasi 

Pendapatan-LO berdasarkan sumber pendapatannya dibagi ke dalam 

klasifikasi dan jenis berikut: 

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, terdiri dari: 

(a)  Pendapatan Pajak Daerah-LO; 

(b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO; 

(c)  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO; dan 

(d) Lain-lain PAD yang Sah-LO. 
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(2)   Pendapatan Transfer-LO, terdiri dari: 

(a)  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO; 

(b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO; 

(c)  Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO; dan 

(d) Bantuan Keuangan-LO. 

(3)   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 

(a)   Pendapatan Hibah-LO; 

(b)   Dana Darurat-LO; dan 

(c)   Pendapatan Lainnya-LO. 

(4)   Surplus Non Operasional-LO 

(5)   Pendapatan Pos Luar Biasa-LO 

c)   Pengakuan 

(1) Pendapatan-LO dapat diakui: 

(a)  pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan 

(b) pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk 

sumber daya ekonomi. 

(2)  Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa: 

(a) Pendapatan–LO   yang   diperoleh   berdasarkan   peraturan 

perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan 

yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak 

untuk menagih pendapatan/imbalan; 

(b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 

badan layanan umum. 

(3) Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa 

hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu 

adanya penagihan. 

(4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan 

Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu: 

(a)   Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas; 

(b)   Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan 

Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas. 

(5) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan 

apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi 

perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan 

daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak 

pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan–LO diakui pada 

saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. 

(6) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat 

dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah 

tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak 

pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan 

hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka 

pendapatan–LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen 

penetapan. 

Untuk  alasan  kepraktisan  dan  sifat  pendapatan  daerah  serta 
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mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan–LO dapat 

diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) 

dengan memperhatikan: 

(a)  Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang 

belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai 

penambah Pendapatan Pajak–LO. Fungsi Akuntansi mencatat 

“Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak–LO 

(sesuai rincian obyek terkait) di kredit. 

(b) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode 

akuntansi  berikutnya tidak diakui sebagai  pendapatan  tetapi 

harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan 

(Piutang Pajak Daerah sesuai dengna rincian obyek terkait)”. 

(c) Mengadministrasikan      Piutang      Pendapatan      (Piutang 

Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan 

debitur atau  wajib  pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan 

beban penyisihan piutang. 

(7) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan–LO bersamaan 

dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang 

terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah 

dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan: 

(a)  Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek 

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan 

penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode 

akuntansi yang sama maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka 

transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding 

dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus 

dilakukan. 

(b)  Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian 

akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan 

pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka 

atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara 

pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat 

dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LO 

secara bersamaan saat diterimanya kas. 

(8) Pendapatan–LO  diakui  setelah  penerimaan  kas  dapat  dilakukan 

apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi 

perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan 

penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, 

namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka 

Pendapatan–LOdiakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan 

pendapatan.
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d)   Pengukuran 

(1)  Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

(2)  Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan-LO  bruto 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 

diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka 

asas bruto dapat dikecualikan. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Pemerintah   daerah   menyajikan   pendapatan-LO   yang 

diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dalam mata uang 

rupiah. Apabila realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing, 

maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 

(2) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan 

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan 

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan 

mengenai bentuk dari pendapatan-LO. 

11)  Kebijakan Akuntansi Beban 

a)   Definisi 

Beban  adalah  penurunan manfaat  ekonomi  atau  potensi jasa dalam 
periode  pelaporan  yang  menurunkan  ekuitas,  yang  dapat  berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. 

b)   Klasifikasi 

(1)   Beban terdiri dari: 

(a)   Beban Operasi 

(b)   Beban Transfer 

(c)   Beban Non Operasional 

(d)   Beban Luar Biasa 

(2)   Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional 

entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 

(3)   Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, 

Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,    

Beban  Penyusutan  dan  Amortisasi,  Beban Penyisihan Piutang, 

dan Beban Lain-lain. 

(4)   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik 

dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada 

pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali 

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

(5)   Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban 
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akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, 

perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium 

kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan 

tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja modal yang tidak 

dikapitalisasi (extra compatable). 

(6)   Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah 

untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban 

penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban 

pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah 

yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan 

biaya denda. 

(7)   Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 

diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu 

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat. 

(8)   Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, 

barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, 

yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

(9)   Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam 

bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

(10) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat 

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu. 

(11) Beban  Penyisihan  Piutang  merupakan  cadangan  yang  harus 

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait 

ketertagihan piutang. 

(12) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam 

katrgori tersebut di atas. 

(13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah 

kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

(14) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan 

perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

(15) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang 

tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak 

diharapkan  terjadi  berulang-ulang,  dan  kejadian diluar  kendali 

entitas pemerintah. 

c)   Pengakuan 

(1) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, 

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 
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(2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari 

pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas 

umum daerah. 

(3) Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada 

pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau 

konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah 

daerah. 

(4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah 

saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau 

amortisasi. 

(5) Pengakuan beban pada unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 

badan layanan umum. 

(6) Bila  dikaitkan  dengan  pengeluaran  kas  maka  pengakuan  beban 

dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 

(a)  Beban diakui sebelum pengeluaran kas; 

(b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan 

(c)  Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

(7) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal 

proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara 

pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban 

daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk 

pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen 

penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum 

dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban 

dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika 

beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan 

meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 

(8) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila 

perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas 

daerah tidak siginfikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui 

bersamaan dengan saat pengeluaran kas. 

(9) Perlakuan  akuntansi  terkait  pengakuan  beban  yang  bersamaan 

dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan 

pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan 

manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi 

(accounting treatment) yang panjang yang harus dilakukan. 

(10)  Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila terjadi 

perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan 

beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, 

maka pelakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada 

saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. 

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa 

dimanfaatkan,  pengeluaran  tersebut  belum dapat  diakui  sebagai 

Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. 
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(11)   Pencatatan persediaan dalam kebijakan akuntansi ini menggunakan 

metode pencatatan periodik berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 

persediaan pada tanggal pelaporan. Setiap pembelian/perolehan 

barang persediaan dicatat sebagai beban persediaan. Nilai beban 

persediaan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun atas barang 

persediaan yang masih ada/belum digunakan berdasarkan hasil 

inventarisasi  fisik.  Di  awal  periode berikutnya  dilakukan jurnal 

balik atas saldo persediaan akhir tahun tahun sebelumnya untuk 

mengakui beban persediaan tahun bersangkutan. 

(12)   Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode 

akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah 

ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 

(13)   Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi 

berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan 

dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 

d)    Pengukuran 

(1)  Beban dicatat sebesar harga perolehan atas barang/jasa atau nilai 

nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan 

manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

(2)  Beban dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa pada tanggal transaksi 

jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. 

(3)  Beban  penyusutan/amortisasi  diukur  dengan  cara  mengestimasi 
besarnya penyusutan/amortisasi atas aset sesuai dengan metode 

penyusutan/amortisasi dan taksiran umur ekonomis aset yang telah 

ditentukan. 

(4) Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur  dengan cara 

mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih 

sesuai taksiran piutang tak tertagih 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

Beban disajikan dalam Laporan Operasional entitas akuntansi/pelaporan 

dan dijelaskan secara sistematis mengenai rincian dan informasi lainnya 

yang bersifat material dalam Catatan atas Laporan (CaLK). 

12)  Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA 

a)    Definisi 

(1) Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 

daerah. 

(2)  Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat 

penyimpanan  uang daerah yang ditentukan  oleh  kepala  daerah 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

(3)  Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 

tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 
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(4)  Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 

selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 

serta    penerimaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  dalam  APBD 

selama satu periode pelaporan. 

(5)  Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- 

LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 

b)    Klasifikasi 

Pendapatan-LRA berdasarkan sumber pendapatannya dibagi ke dalam 

klasifikasi dan jenis berikut: 

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, terdiri dari: 

(a)  Pendapatan Pajak Daerah-LRA; 

(b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA; 

(c)  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA; 

dan 

(d) Lain-lain PAD yang Sah-LRA. 

(2) Pendapatan Transfer-LRA, terdiri dari: 

(a)   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA; 

(b)   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA; 

(c)   Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA; dan 

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

(a)  Pendapatan Hibah-LRA; 

(b) Dana Darurat-LRA; dan 

(c)  Pendapatan Lainnya-LRA. 

c)    Pengakuan 

(1)    Pendapatan-LRA   diakui   pada   saat   diterima   pada   RKUD 

sebagaimana paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 

Tahun 2010 dan berdasar Interpretasi Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 dinyatakan bahwa 

pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum 

Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata 

oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. 

(2)    Pendapatan-LRA diakui sebagai pendapatan daerah pada saat: 

(a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. 

(b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara 

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke 

RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut 

merupakan bagian dari BUD. 

(c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan 

digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat 

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. 

(d) Kas  atas  pendapatan   yang  berasal   dari   hibah  langsung 

dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran 

entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib 

melaporkannya kepada BUD. 

(e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas 

pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh 

BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
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d)    Pengukuran 

(1) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas 

yang masuk dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas 

bruto,  yaitu  pendapatan  dicatat  tanpa 

dikurangkan/dikompensasikan dengan pengeluaran untuk 

meperoleh pendapatan tersebut. 

(2) Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan-LRA  bruto 

(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak 

dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum 

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 

(3) Penerimaan  kas  atas  pendapatan-LRA  dalam  mata  uang  asing 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan 

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 

e)    Penyajian dan Pengungkapan 

(1)  Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

Laporan Arus Kas dalam mata uang rupiah dan rinciannya 

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(2)  Pengungkapan  dalam  CaLK  terkait  dengan  pendapatan-LRA 

adalah: 

(a)  Penerimaan   pendapatan  tahun   berkenaan  setelah  tanggal 

berakhirnya tahun anggaran. 

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. 

(c)  Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan 

pendapatan daerah. 

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 
13)  Kebijakan Akuntansi Belanja 

a)  Definisi 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah daerah. 

b) Klasifikasi 

(1) Belanja diklasifikasikan berdasarkan pada jenis belanja untuk 

melaksanakan suatu aktivitas, yang meliputi: 

(a)  Belanja Pegawai; 

(b) Belanja Barang dan Jasa; 

(c)  Belanja Bunga; 

(d) Belanja Subsidi; 
(e)  Belanja Hibah; 

(f)  Belanja Bantuan Sosial; 

(g) Belanja Modal; 

(h) Belanja Transfer;dan 

(i)  Belanja Tak Terduga.
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(2)  Belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah dan belanja bantuan sosial dikelompokan dalam 

belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- 

hari pemerintah daerah yang memberi mafaat jangka pendek. 

(3)  Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, jalan, irigasi, 

jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. 

(4)  Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan tidak berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran 

tidak terduga lainnya. 

c)  Pengakuan 

(1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah atau pengesahan dari Bendahara Umum Daerah 

(BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk 

pengeluaran melalui bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

(2) Berdasarkan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 

2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP          No. 71 

Tahun 2010 dan telah dinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan 

belanja ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan 

semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum 

Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat: 

(a)  Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari 

RKUD. 

(b) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh 

Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut telah disahkan oleh BUD/Kuasa BUD. 

(c)  Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung 

oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk 

pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih 

dahulu,  dengan  syarat entitas  wajib  melaporkannya  kepada 

BUD. 

(d) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang 

berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat 

entitas wajib melaporkannya kepada BUD. 

(3) Bersama    andengan    pengakuan    Belanja    Modal    dilakukan 

pengakuan atas Aset Tetap. 

d) Pengukuran 

Belanja dicatat berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 

tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk 

pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D-LS) atau pengesahan oleh 

BUD/Kuasa  BUD  (SP2D-GU/Nihil)  dan  diukur  berdasarkan  azas 

bruto.
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e)  Penyajian dan Pengungkapan 

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam: 

(1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pengeluaran daerah; 

(2) Laporan Arus Kas Kaluar kategori Aktivitas Operasi; 

(3) Laporan Arus Kas Keluara kategori Aktivitas Investasi; 

(4) Catatan atas Laporan Keuangan. 

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas 
atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs 

tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 

14)  Kebijakan Akuntansi Transfer 

a)   Definisi 

(1)   Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang pemerintah daerah 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan 

dana perimbangan. 

(2)   Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang 

dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan 

dana perimbangan dari pemerintah pusat (PSAP 02 Paragraf 40). 

(3)   Transfer  masuk  (bagi  pemerintah  daerah)  terklasifikasi  dalam 

Pendapatan Transfer. 

(4)   Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang 

dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran 

dana bagi hasil oleh pemerintah daerah (PSAP 02 Paragraf 40). 

b)   Klasifikasi 

(1) Sesuai dengan PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum 

Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah 

transfer keluar yang terdiri dari: 

(a)  Transfer Bagi Hasil Pendapatan; dan 

(b) Transfer Bantuan Keuangan. 

(2)  Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan 

kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk 

mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke 

pemerintahan daerah yang lebih rendah. 

(3)  Transfer  Bantuan  Keuangan  merupakan  dana  yang  diberikan 

kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk 

pemerataan  atau  peningkatan  kemampuan  keuangan,  baik yang 

bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan 

kepada Partai Politik. 

c)   Pengakuan 

(1)  Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara 

klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. 

(2)  Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
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(3)  Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP 

No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP 

No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah 

dinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan 

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas 

dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD). 

d)   Pengukuran 

Transfer keluar diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam 

dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas 

Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan 

maka nilai transfer dicatat sebesar nilai bruto. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

Transfer disajikan dan diungkapkan dalam: 

(1)   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pengeluaran daerah; 

(2)   Laporan Arus Kas Kaluar kategori Aktivitas Operasi; 

(3)   Catatan atas Laporan Keuangan. 

15)  Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

a)   Definisi 

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan 

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

b)   Klasifikasi 

(1) Pembiayaan terdiri dari: 

(a)  Penerimaan pembiayaan, dan 

(b) Pengeluaran pembiayaan. 

(2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) yang perlu dibayar kembali antara lain 

berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, 

hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman 

yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen 

lainnya, dan pencairan dana cadangan. 

(3)  Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) yang akan diterima kembali yang antara 

lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan 

modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman 

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana 

cadangan. 

c)   Pengakuan 

(1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening 

Kas Umum Daerah (RKUD). 

Saat   pengakuan   penerimaan   pembiayaan   mencakup   transaksi 

sebagai berikut: 
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(a)  penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD; 

(b) penerimaan  pembiayaan  pada  rekening  khusus  pemerintah 

daerah, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan 

yang bersumber dari utang; 

(c) pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk 

membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman 

yang dianggarkan sebagai pembiayaan. 

(2) Pengeluaran   pembiayaan   diakui   pada   saat   dikeluarkan   dari 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Saat pengakuan pengeluaran pembiayaan mencaku transaksi sebagai 

berikut: 

(a)  pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; 

(b) pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui 

oleh BUD. 

d)   Pengukuran 

(1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai 

nominal. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 

dikompensasikan dengan pengeluaran. 

(2)  Penerimaan pembiayaan dalam mata uang asing dikonversi ke mata 

uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 

transaksi. 

e)   Penyajian dan Pengungkapan 

(1) Pembiayaan disajikan dan diungkapkan dalam: 

(a)  Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

(b) Laporan Arus Kas Kaluar kategori Aktivitas Pendanaan; 

(c)  Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Pembentukan  Dana  Cadangan  menambah  Dana  Cadangan  yang 

bersangkutan. 

(3) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di 

pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil 

tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli 

daerah lainnya. 

16)  Kebijakan Akuntansi Koreksi 

a) Definisi 

(1)    Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan 
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 

keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 

(2)    Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar 

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 

sesuai dengan yang seharusnya. 

(3)    Kesalahan dapat terjadi karena adanya: 

(a) keterlambatan  penyampaian  bukti  transaksi  oleh  pengguna 

anggaran, 

(b) kesalahan perhitungan matematis, 
(c) kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, 

(d) kesalahan interpretasi fakta, 
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(e) kecurangan, atau 

(f) kelalaian. 

b)    Klasifikasi 

(1)   Kesalahan  dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  jenis  dari  sifat 
kejadiannya, yaitu: 

(a) Kesalahan tidak berulang; dan 

(b) Kesalahan berulang dan sistemik. 

(2)   Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan 

tidak akan terjadi kembali. 

(3) Kesalahan berulang dan sistemik merupakan kesalahan yang 

disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu 

yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya 

penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi 

sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari 

wajib pajak. 

c)    Perlakuan 

(1) Koreksi harus segera dilakukan pada saat diketahui adanya 

kesalahan penyajian akun/pos pada laporan keuangan periode 

berjalan maupun periode sebelumnya.’ 

(2) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi 

melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk 

mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 

pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 

(3)  Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 

periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun 

belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

(4)  Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dalam hal laporan 

keuangan belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 

akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau 

akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban dari 

periode yang bersangkutan. 

(5)  Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan 

dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan 

ditemukan. 

Contoh: pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin 

dilaporkan sebagai jalan, irigasi  dan jaringan,  maka  dilakukan 

koreksi dilakukan dengan mengurangi aset jalan, irigasi dan 

jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. 

(6) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga 

mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah 

posisi kas dalam hal laporan keuangan sudah diterbitkan, 

pembetulan dilakukan pada akun pendapatan lain-lain-LRA/akun 

pendapatan lain-lain-LO.
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Contoh: pengembalian belanja pegawai tahun sebelumnya, 

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah 

pendapatan lain-lain-LRA/pendapatan lain-lain-LO. 

(7)  Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban 

(transaksi belanja tahun lalu belum dilaporkan) dan 

mengurangi posisi kas dalam hal laporan keuangan sudah 

diterbitkan, pembetulan dilakukan dengan mengurangi 

Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas. 

Contoh: transaksi belanja pegawai tahun sebelumnya yang 

belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas 

dan mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL)/Ekuitas. 

(8)  Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-

LRA/Pendapatan- LO yang menambah maupun 

mengurangi posisi kas dalam hal laporan keuangan sudah 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas 

dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas. 

(9) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

d)    Penyajian dan Pengungkapan 

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode 

pelaporan sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dilaporkan 

dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang 

bersangkutan serta diungkapkan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

 

17) Kebijakan Akuntansi  Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi 

Umum melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) 

a) Definisi 

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah 

fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi 

Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum 

negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai 

berupa penyimpanan di Bank Indonesia. 

b) Perlakuan Akuntansi atas penyaluran pokok DBH/DAU melalui 

Fasilitas TDF adalah: 

(i) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN 

ke Rekening TDF-TKD, Pemerintah Daerah mencatat 

sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-

Dana Transfer Umum DBH/DAU(LO). Namun dalam hal 

terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai 

Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan 

Transfer – Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada 

periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi 

dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset 

Lainnya (Neraca). 

(ii) Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh 

Pemerintah Daerah dari Rekening TDF – TKD dan telah 
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disalurkan ke RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai 

Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan 

mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer – 

Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA). 

 

c)    Perlakuan Akuntansi atas penyaluran remunerisasi DBH/DAU 

melalui Fasilitas TDF adalah: 

(i) Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi 

atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF 

dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan 

ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Daerah mencatat 

sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada 

Pendapatan Bunga – Lain-lain PAD yang sah atau akun 

sejenis lainnya (LO). 

(ii) Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan 

melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke 

RKUD, Pemerintah Daerah mencatat sebagai Kas di RKUD 

(Neraca) pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca), 

dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan 

Bunga – Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA). 

18) Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Landak ditambah 

dengan kebijakan tentang Properti Investasi 

a) Definisi  

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan 

pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau 

keduanya, dan tidak untuk:  

(1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang 

atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau  

(2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

Sedangkan, properti yang digunakan sendiri adalah properti yang 

dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) 

untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan 

administratif. 

Berikut adalah contoh dari properti investasi: 

(i) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang 

dengan tujuan untuk kenaikan nilai;  

(ii) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan 

penggunaannya di masa depan; 

(iii) bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas dan 

disewakan kepada pihak lain;  

(iv) bangunan yang belum terpakai dan untuk disewakan kepada 

pihak lain; 
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(v) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang 

di masa depan digunakan sebagai properti investasi. 

b) Pengakuan 

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:  

(1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan 

mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset 

properti investasi; dan  

(2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat 

diukur dengan andal. 

Untuk menentukan suatu aset sebagai properti investasi atau bukan, 

maka entitas harus dapat menilai tingkat kepastian manfaat ekonomi 

yang akan diterima dan nilai properti investasi tersebut. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan dan setelah 

perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, 

atau perbaikan properti investasi, tidak menambah nilai properti 

investasi tapi diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. 

c) Pengukuran 

Pengukuran untuk properti investasi terbagi 2 (dua), yaitu: 

(1) Pengukuran saat pengakuan awal 

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya 

perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal 

tersebut). Perhitungan biaya perolehan berdasarkan cara 

mendapatkan properti investasi terdiri atas: 

- Properti investasi yang didapat dengan cara dibeli, maka 

biaya perolehan meliputi harga pembelian dan 

pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung; 

- Properti investasi yang didapat dengan dibangun sendiri, 

maka biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan 

untuk membangun; 

- Properti investasi yang didapat dengan cara sewa, maka 

biaya perolehannya dilihat dari jumlah mana yang lebih 

rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran 

sewa minimum; 

- Properti investasi yang didapat dari mutasi antar SKPD, 

maka biaya perolehan dinilai sebesar nilai buku.  

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non 

pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan 

menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.  

(2) Pengukuran setelah perolehan awal 

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar 

nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan 

berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara 

nasional. 

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil 

revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam 



Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024 

 

105 

 

laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan 

hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya. 

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai 

wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai 

revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada 

akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah 

revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 

dikurangi akumulasi penyusutan. 

d) Alih Guna 

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan 

hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yaitu : 

(1) properti investasi mulai dikembangkan untuk dijual, maka 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; 

(2) properti investasi mulai digunakan untuk operasional 

entitas, maka dialihgunakan dari properti investasi menjadi 

aset tetap; 

(3) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, maka dialihgunakan 

dari persediaan menjadi properti investasi; 

(4) berakhirnya pemakaian untuk operasional entitas, maka 

dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi.  

Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara 

properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan 

persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang 

dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan 

pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika 

dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi 

yang dialihgunakan. 

e) Pelepasan 

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan 

atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara 

permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. 

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau 

pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil 

neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam 

Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau 

pelepasan tersebut. 

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada 

awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti 

investasi ditangguhkan, maka imbalan yang diterima pada 

awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah 

nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai 

diakui sebagai pendapatan bunga. 

Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan 

properti investasi setelah pelepasan tersebut. 

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan 

dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti 
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investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi 

tersebut diakui sebagai piutang. 

f) Penyajian dan Pengungkapan  

Pengungkapan properti investasi diantaranya mencakup:  

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat (carrying amount);  

(2) Metode penyusutan yang digunakan;  

(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  

(4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat 

dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan 

akhir periode;  

(5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal 

dan akhir periode;  

(6) Revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti 

investasi;  

(7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu 

mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi  

(8) Apabila pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang 

digunakan untuk membedakan properti investasi dengan 

properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang 

dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 

(9) Metode dan asumsi yang signifikan dalam penentuan nilai 

wajar  

(10) Apabila entitas menggunakan penilai independen, 

kualifikasi professional dan pengalaman  

(11) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit 

(12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau 

mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, 

pemeliharaan atau peningkatan;  

(13) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.   
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang 

terdiri dari  (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) 

Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 

2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan 

sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, hasil operasi, perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan 

dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngabang,  Februari 2025 
Plt. KEPALA BAPPEDA, 

 
 
 
 

YULIANUS EDO NATALAGA, S,Hut, M,SC 

Nip. 19820704 200604 1 010 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 

 

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang 

berakhir tanggal  31 Desember 2024  Organisasi Perangkat daerah Badan Perencanaan 

dan Pembangunan Daerah sebagai berikut: 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2 Belanja 7.739.528.537 6.190.409.033 

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 7.739.428.537 atau  kurang/lebih sebesar 

(93,70%) dari anggaran sebesar Rp. 8.259.798.826. Jika dibandingkan dengan realisasi 

Belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 6.190.409.033 realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami 

peningkatan   sebesar Rp. 1.549.119.504,-  dengan rincian sebagai berikut. 

 

No Uraian 
Anggaran 20224 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) 
% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja 

Operasi 

7.997.916.826 7.477.706.737 1.418.382.904 93,50 6.059.323.833 

2 Belanja 

Modal 

261.882.000 261.821.800 130.736.600 99,98 131.085.200 

  Total 8.259.798.826 7.739.428.537 1.549.119.504 93,70 6.190.409.033 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.1 Belanja Operasi  7.477.706.737 6.059.323.833 
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Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp. 7.477.706.737 atau lebih/kurang 

sebesar (93,50%) dari anggaran sebesar Rp. 7.997.916.826 Jika dibandingkan dengan 

realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 6.059.323.833, realisasi Belanja Operasi mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 1.418.382.904  (81,03%) dengan rincian sebagai berikut. 

 

No Uraian 
Anggaran 20224 

(Rp) 

Realisasi 2024 

 (Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) 
% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja 

Pegawai 

4.219.331.004 3.772.089.912 116.070.270 89,40 3.037.219.763 

2 Belanja 

Barang dan 

Jasa 

3.778.585.822 3.705.616.825 683.512.755 98,07 3.022.104.070 

  Total 7.997.916.826 7.477.706.737 799.583.025 93,50 6.059.323.833 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai  3.772.089.912 3.037.219.763 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 3.772.089.712 atau lebih/kurang 

sebesar (89,40%) dari anggaran sebesar Rp. 4.219.331.004. Jika dibandingkan dengan 

realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 3.037.219.763, realisasi Belanja Pegawai mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 734.870.149 (80,52%) dengan dirinci sebagai berikut. 

 

No Uraian 

Anggaran 

2024 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Gaji dan 

Tunjangan ASN 

2.686.304.202 2.487.600.426 616.458.170 92,60 2.921.149.493 

2 Belanja Tambahan 

Penghasilan ASN 

1.523.866.802 1.275.329.486 111.601.979 83,69 1.163.727.507 

3 Tambahan Penghasilan 

berdasarkan 

9.160.000 9.160.000 6.810.000 100 2.350.000 
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No Uraian 

Anggaran 

2024 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

Pertimbangan Objektif 

Lainnya ASN 

  Total 4.219.331.004 3.772.089.912 734.870.149 89,40 3.037.219.763 

 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.1.

2 
Belanja Barang dan Jasa  

3.095.739.272 6.638.302.270 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp.3.705.616.825  atau 

kurang/lebih (98,07%) dari anggaran sebesar Rp. 3.778.585.822. Jika dibandingkan 

dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 3.022.104.070, realisasi Belanja Barang dan Jasa 

Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 683.512.755  (81,55%). Adapun realisasi 

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.  

 

N

o 
Uraian 

Anggaran 

2024 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) % 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Barang  732.523.067 696.805.734 86.294.721,00 95,12 610.511.013 

2 Belanja Jasa 1.801.924.43

8 

1.778.365.454 518.186.792,00 98,69 1.260.187.66

2 

3 Belanja 

Pemeliharaan 

122.227.100 122.170.034 5.890.167,00 99,95 116.279.867,

00 

4 Belanja Perjalanan 

Dinas 

1.116.911.21

7 

1.103.275.603 68.150.075,00 98,78 1.035.125.52

8,00 

  Total 3.778.585.82

2 

3.095.739.272 683.512.755 98,07 6.638.302.27

0 
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31 Desember 2024 31 Desember 2023   

(Rp) (Rp)  

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang  696.805.734 610.511.013  

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp. 696.805.734 atau kurang/lebih sebesar 

Rp. (95,12%) dari anggaran sebesar Rp. 732.523.067. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 86.294.721. Adapun rincian realisasi atas Belanja 

Barang adalah sebagai berikut. 

 

No Uraian 
Anggaran 2024 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 

2023 (Rp) 

1 Belanja Barang Pakai 

Habis 

731.667.267 695.949.934 49.438.921 95,12 610.511.013 

2 Belanja Aset Tetap 

Yang Tidak memenuhi 

kriteria Kapitalisasi 

855.800 855.800 855.800 100 0 

  Total 732.523.067 696.805.734 86.294.721 95,12 610.511.013 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023  

(Rp) (Rp)  

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa  1.778.365.454 1.260.187.662  

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 sebesar Rp. 1.778.365.454 atau kurang/lebih sebesar  

(98,69%) dari anggaran sebesar Rp. 1.801.924.438. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024 

mengalami peningkatan sebesar Rp.  518.177.792 Adapun rincian atas realisasi Belanja 

Barang adalah sebagai berikut. 

 

No Uraian 

Anggaran 

2023 

(Rp) 

Realisasi 2023 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Jasa Kantor 490.403.500 471.772.094 -

222.952.122 

96,20 694.724.216 
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No Uraian 

Anggaran 

2023 

(Rp) 

Realisasi 2023 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

2 Belanja Iuran 

Jaminan/Asuransi 

11.112.538 9.111.852 -12.354.948 82,00 21.466.800 

3 Belanja Sewa Tanah 3.190.300 3.190.300 12.923.700 100 6.114.000 

4 Belanja Sewa Peralatan 

dan Mesin 

3.831.600 2.463.246 -3.604.754 64,29 6.068.000 

5 Belanja Sewa Gedung 

dan Bangunan 

3.403.100 2.200.000 -6.132.046 64,65 8.332.046 

6 Belanja Jasa Konsultansi 

Konstruksi 

1.252.483.400 1.252.377.962 732.500.962 99,99 519.877.000 

7 Belanja Kursus/Pelatihan, 

Sosialisasi, Bimbingan 

Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan 

37.500.000 37.250.000 33.644.400 99,33 3.605.600 

  Total 1.801.924.438 1.778.365.454 518.177.792 98,69 1.260.187.662 

 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan  122.170.034 116.279.867 

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp. 122.170.034 atau lebih sebesar 

(99,95%) dari anggaran sebesar Rp. 122.227.100. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 

2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.890.167 Adapun rincian atas realisasi Belanja 

Pemeliharaan adalah sebagai berikut. 

 

No Uraian 

Anggaran 

2023 

(Rp) 

Realisasi 

2023 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 

2023 (Rp) 

1 Belanja Pemeliharaan Alat 

Angkutan Darat Bermotor 

77.788.900 77.788.900 3.249.900 100 74.539.000 
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No Uraian 

Anggaran 

2023 

(Rp) 

Realisasi 

2023 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 

2023 (Rp) 

Kendaraan Dinas Bermotor 

Perorangan 

2 Belanja Pemeliharaan Alat 

Kantor dan Rumah Tangga 

Meubel 

15.178.500 15.151.904 4.322.744 99,82 10.829.160 

3 Belanja Pemeliharaan Alat 

Kantor dan Rumah Tangga 

Alat Pendingin 

19.945.000 19.944.130 870.930 100 19.073.200 

4 Belanja Pemeliharaan 

Komputer Personal Komputer 

9.314.700 9.285.100 -

2.553.407 

99,68 11.838.507 

  Total 122.227.100 122.170.034 5.890.167 99,95 116.279.867 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas  1.103.257.603 1.035.125.528 

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp. 1.103.257.603 atau lebih 

sebesar  (98,78%) dari anggaran sebesar Rp. 1.116.911.217. Realisasi Belanja Perjalanan 

Dinas Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 68.132.075. adapun rincian dan 

realisasi sebagai berikut :  

 

No Uraian 

Anggaran 

2023 

(Rp) 

Realisasi 2023 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Perjalanan Dinas 

Biasa 

711.663.000 703.180.633  98,81 634.675.782 

2 Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

242.101.317 236.948.070  97,87 260.305.946 

3 Belanja Perjalanan Dinas 

Paket meeting Luar Kota 

163.146.900 163.146.900  100 140.143.800 



Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024 

 

114 

 

No Uraian 

Anggaran 

2023 

(Rp) 

Realisasi 2023 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

  Total 1.116.911.217 1.103.257.603 68.132.075 98,78 1.035.125.528 

 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.2 Belanja Modal 261.821.800 201.589.340 

Belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar 

Rp. 261.821.800 atau kurang lebih (99,98%) dari anggaran sebesar Rp. 261.882.000.  Jika 

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 201.589.304, realisasi Belanja 

Modal Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 60.232.460 dengan rincian 

sebagai berikut. 

 

No Uraian 

Anggaran 

2024 

(Rp) 

Realisasi 

2024 

(Rp) 

Lebih/ kurang 

(Rp) % 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Modal Alat 

kantor dan Rumah 

tangga 

68.476.800 68.474.400 66.299.400 100 2.175.000 

2 Belanja Modal Alat 

Komunikasi 

31.577.200 31.576.000 0 100  

3 Belanja Modal 

Komputer  

161.828.000 161.771.400 32.861.200 99,97 128.910.200 

  Total 261.882.000 261.821.800 60.232.460 99,99 201.589.340 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 265.500.000 265.500.000 
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Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar Rp. 265.500.000 atau tidak mengalami 

perubahan sebesar Rp. 265.500.000 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp. 0,00. Jika 

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 265.500.000 realisasi Belanja 

Modal Tanah mengalami masih sebesar Rp. 265.500.000 (0,00%) dengan rincian sebagai 

berikut. 

 

No Uraian 

Anggaran 

2024 

(Rp) 

Realisasi 

2024 

(Rp) 

Lebih 

(Kurang) 

(Rp) 

% 

Realisasi 

2023 

(Rp) 

1 Belanja Modal Tanah 

untuk Bangunan Tempat 

Kerja 

265.500.000 265.500.000 0,00 0,00 265.500.000 

2 Belanja Modal Tanah 

Persil Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total 265.500.000 265.500.000 0,00 0,00 265.500.000 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 261.821.800 131.085.200 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp. 261.821.800 atau 

lebih sebesar (99,98%) dari anggaran sebesar Rp. 261,882.000. Jika dibandingkan dengan 

realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 131.085.200 realisasi  Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 130.736.600.  

 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp. 0 atau tidak ada 

perubahan sebesar (0,00%) dari anggaran sebesar Rp. 0 Jika dibandingkan dengan 

realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 0 realisasi  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

mengalami kenaikan sebesar Rp.  

Realisasi belanja modal bangunan gedung sebesar R0,00, dengan rincian sebagai berikut: 
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N

o 
Uraian 

Anggaran 2024 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) 
% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Modal 

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Belanja Modal 

Bangunan Gedung 

Tempat Tinggal 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 atau tidak 

ada sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp. 0,00. Jika dibandingkan dengan 

realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00, realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

mengalami masih tetap  sebesar Rp. 0  (0,00%) dengan rincian sebagai berikut. 

 

No Uraian 

Anggaran 

2024  

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) % 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Modal Jalan 

dan Jembatan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Belanja Modal 

Bangunan Air 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Belanja Modal 

Instalasi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024 

 

117 

 

No Uraian 

Anggaran 

2024  

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) % 

Realisasi 2023 

(Rp) 

4 Belanja Modal 

Jaringan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih 

sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi 

Tahun 2023 sebesar Rp0,00, realisasi  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami 

penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut. 

 

N

o 
Uraian 

Anggaran 2024 

(Rp) 

Realisasi 2024 

(Rp) 

Lebih (Kurang) 

(Rp) 
% 

Realisasi 2023 

(Rp) 

1 Belanja Modal Bahan 

Perpustakaan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Belanja Modal 

Barang Bercorak 

Kesenian/Kebudayaa

n/Olahraga 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Belanja Modal Aset 

Tidak Berwujud 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya BOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Terdapat realisasi belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 0,00 berdasarkan dan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi 
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dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

 Surplus/(Defisit) 0,00 0,00 

Surplus sebesar Rp. 0,00 merupakan selisih lebih antara total Pendapatan dengan total 

Belanja dan Transfer (Rp. 0,00–Rp0,00). 

 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.1.5 SILPA 0,00 0,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar  Rp. 0,00  

merupakan jumlah dari Surplus/(Defisit) dengan Pembiayaan Neto, dengan rincian 

sebagai berikut. 

- Surplus/(Defisit) Rp 0,00 

- Pembiayaan Neto Rp 0,00 

 SILPA Rp 0,00 
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5.3  PENJELASAN POS-POS NERACA 

Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 

tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023 yang 

merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

  (Rp) (Rp) 

5.3.1 Aset 7.295.278.703,48 7.301.622.528,48 

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 7.239.277.153,48 

dan Tahun 2023 Rp. 7.295.278.703,48, terjadi penurunan sebesar Rp. -56.001.550. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

  (Rp) (Rp) 

5.3.1.1 Aset Lancar 0,00 0,00 

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 

Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

  (Rp) (Rp) 

5.3.1.1.1 Kas 0,00 0,00 

 

Saldo Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, 

terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. 

 

 
 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.1.1.

2 
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing 

sebesar  Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. 
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31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing 

sebesar Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo Kas di 

Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 merupakan sisa UYHD dan Utang PFK yang 

sampai dengan 31 Desember 2023 yang belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian 

berikut. 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.1.4 Persediaan 0,00 0,00 

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 Rp. 

0,00, terjadi tidak ada mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. 

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan 

(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini 

merupakan hasil opname yang dilakukan oleh SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah yang meliputi persediaan (obat-obatan, bahan medis habis pakai, 

blanko KTP dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat) dengan rincian berikut. 

(disesuaikan dengan SKPD yang memliki persediaan) 

Rincian atas persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/entitas lainnya 

adalah sebagai berikut: 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3 Aset Tetap 6.403.304.153,48 6.459.305.703,48 

 

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 

6.403.304.153,48 dan Tahun 2023 Rp. 6.459.305.703,48 terjadi penurunan sebesar Rp. 

560.001.550.  
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No Uraian 31 Desember 2024 

(Rp) 

31 Desember 2023 

(Rp) 

1 Tanah 265.500.000 265.500.000 

2 Peralatan dan Mesin 3.472.390.667,98 3.222.647.967,98 

3 Gedung dan Bangunan 7.145.875.733 7.145.875.733 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan  115.648.000 115.648.000 

5 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 

7 Akumulasi Penyusutan (4.596.110.247,50) (4.290.365.997,50) 

  Total 6.403.304.153,48 6.459.305.703,48 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3.1 Tanah 265.500.000 265.500.000 

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00, terjadi tidak ada 

mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp. 0,00 dari posisi per 31 Desember 2023 

sebesar Rp0,00.  

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 3.472.390.667,98 3.222.647.967,98 

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 

3.472.390.667,98 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.249.742.700,98  dari saldo per 31 

Desember 2023 sebesar Rp. 3.222.647.967,98. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 7.145.875.733 7.145.875.733 

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.145.875.733 

atau tidak ada mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 dari posisi per 31 



Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024 

 

122 

 

Desember 2023 sebesar Rp. 7.145.875.733. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 115.648.000 115.648.000 

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 

115.648.000 atau tidak ada mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp. 115.648.000 

atau 0,00% dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 115.648.000. Mutasi Aset Tetap 

Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah. 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 835.973.000 835.973.000 

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 835.973.000 atau tidak ada 

mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp. 835.973.000 dari posisi per 31 Desember 

2023 sebesar Rp. 835.973.000. Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut. 

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.3.7  Akumulasi Penyusutan (4.596.110.247,50) (4.290.365.997,50) 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing 

sebesar  (Rp. 4.596.110.247,50) dan  (Rp. 4.290.365.997,50), terjadi mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 305.744.250,50 dengan rincian sebagai berikut. 
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No Uraian 31 Desember 2024 

(Rp) 

31 Desember 2023 

(Rp) 

1 Peralatan dan Mesin (2.967.659.377,50) (3.222.647.967.98) 

2 Gedung dan Bangunan (1.598.316.236) (7.145.875.733) 

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan (30.134.634) (115.648.000) 

4 Aset Tetap Lainnya 6.403.304.153,48 6.459.305.703,48 

  Total (4.596.110.247,50) (4.290.365.997,50) 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.1.4  Aset Lainnya 835.973.000 835.973.000 

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 

835.973.000 dan Rp. 835.773.000, tidak ada mengalami  penurunan/kenaikan sebesar Rp. 

0,0  atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut. 

No Uraian 31 Desember 2024 

(Rp) 

31 Desember 2023 

(Rp) 

1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 

2 Aset Tidak Berwujud 8.370.200.000 8.370.200.000 

3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud 

(7.534.227.000) (7.534.227.000) 

4 Aset Lain-Lain 0,00 0,00 

5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (0,00) (0,00) 

  Total 835.973.000 835.973.000 

Aset Lain-Lain sebesar Rp0,00 terdiri atas: 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.3.3  Ekuitas 7.239.277.153,48 7.295.278.703,48 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan 

Kewajiban SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada tanggal pelaporan. 

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 



Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024 

 

124 

 

Ekuitas SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2024 and 

2023 masing-masing sebesar Rp. 7.239.277.153,48 dan Rp. 7.295.278.703,48, terjadi 

penurunan sebesar Rp. -56.001.550. 

 

 

5.4  PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO) 

Penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir 

tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.4.2 Beban 7.795.530.078 6.399.529.333 

Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 

sebesar Rp. 7.795.530.078 dan tahun 2023 sebesar Rp. 6.399.529.333. Jika dibandingkan 

Beban Operasi tahun  2024 dengan tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp. 

1.396.000.745. dengan rincian sebagai berikut. 

 

No Uraian 31 Desember 

2024 (Rp) 

31 Desember 

2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Pegawai 3.772.089.912 3.073.219.763 734.870.149. 24,2

0 

2 Beban Barang 708.884.834 610.511.013 98.373.821 16,1

1 

3 Beban Jasa 1.778.365.454 1.260.187.662 518.177.792 41,1

2 

4 Beban Pemeliharaan 112.170.034 116.279.867 5.890.167 5,07 

5 Beban Perjalanan Dinas 1.103.275.603 1.035.125.528 68.150.075 6,58 

6 Beban Penyusutan dan 

Amortisasi  

305.744.250 340.205.500 (34.461.250) (10,1

3) 

  Total 7.795.530.078 6.399.529.333 1.396.000.74

5 

82,0

9 
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  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.4.2.1.1 Beban Pegawai 3.772.089.912 3.037.219.763 

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Pegawai SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp. 3.772.089.912 dan Tahun 2023 

sebesar Rp. 3.037.219.763 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 734.870.149 atau 

24,20% .  

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.4.2.1.2 Beban Barang 708.884.834 610.511.013 

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Persediaan di SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp. 708.884.834 dan Tahun 2024 

sebesar Rp. 610.511.013 sehingga terdapat peningkatan  sebesar Rp. 98.373.821 atau 

16,11%. 

 

   31 Desember 2024 31 Desember 2023  

 (Rp) (Rp)  

5.4.2.1.

5  

Beban Jasa  1.778.365.454 1.260.187.662  

Realisasi beban jasa di SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada Tahun 

2024 sebesar Rp. 1.778.365.454 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.260.187.662 sehingga 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 518.177.792 atau 41,12%. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(R p) (Rp) 

5.4.2.1.5  Beban Pemeliharaan  122.176.034 116.279.867 

Realisasi beban Pemeliharaan di SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah   

pada Tahun 2024 sebesar Rp. 122.176.034 dan Tahun 2022 sebesar Rp. 116.297.867 

sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.890.167 atau 5,07%.  
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  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.4.2.1.6  Beban Perjalanan Dinas 1.103.275.603 1.035.125.528 

Beban Perjalanan Dinas di SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Landak pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.103.275.603 dan Tahun 2023 sebesar 

Rp. 1.035.125.528 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.150.075 atau 6,58% .  

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.4.2.1.7  Beban Penyusutan dan Amortisasi 305.744.250 340.205.500 

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi di SKPD Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 305.744.250 dan Tahun 2023 sebesar 

Rp. 340.205.500 sehingga mengalami Penurunan sebesar Rp. (34.461.250) atau (10,13%).  

 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

  (Rp) (Rp) 

 Surplus/Defisit dari Kegiatan 

Operasional 

(7.795.530.087) (6.399.529.333) 

Defisit dari Kegiatan Operasional di SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Tahun 2024 sebesar Rp. (7.795.530.087)  merupakan selisih antara Pendapatan (Rp. 

6.399.529.333)  dengan Beban sebesar  Rp. (1.396.000.754 atau sebsear 21,81%. 

 

Kegiatan Non Operasional 

Kegiatan Non Operasional merupakan rekening yang menampung pendapatan dan beban 

yang sifatnya tidak rutin. pendapatan/beban yang termasuk dalam dari kegiatan non 

operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit 

penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional 

lainnya.  
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  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

  (Rp) (Rp) 

 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (0,00) 0,00 

Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar (Rp0,00) merupakan Defisit dari 

Kegiatan Operasional sebesar (Rp0,00) ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional sebesar (Rp0,00). 

 

Pos Luar Biasa 

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa 

selama Tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang 

terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah, dengan rincian berikut. 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

  (Rp) (Rp) 

 Surplus/ Defisit-LO (7.795.530.087) (6.399.529.333) 

Surplus/Defisit-LO  Tahun 2024 Sebesar Rp. (7.795.530.087) berasal dari Defisit sebelum 

Pos Luar Biasa sebesar (Rp. 6.399.529.333) ditambah dengan Surplus/Defisit dari Pos Luar 

Biasa sebesar (Rp0,00). 
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5.6  PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional 

dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada 

tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.6.1 Ekuitas Awal 7.295.278.703,48 7.301.622.528,48 

Ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp. 7.295.278.703,48 yang merupakan saldo Ekuitas 

Akhir di Neraca per 31 Desember 2023 Rp. 7.301.622.528,48. (audited). 

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.6.2 Surplus/Defisit-LO (7.795.530.087) (6.399.529.333) 

Surplus/Defisit–LO Tahun 2024 sebesar Rp. (7.795.530.087) merupakan Surplus/Defisit 

pada Laporan Operasional Tahun 2023 Rp. (6.399.529.333). 

sebesar Rp. 0.  

 

  31 Desember 2024 31 Desember 2023 

(Rp) (Rp) 

5.6.4 Ekuitas Akhir 7.239.277.153,48 7.295.278.703,48 

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.239.277.153,48 telah sesuai dengan 

jumlah Ekuitas Awal pada Neraca SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Tahun 2023. Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 7.295.278.703,48 adalah sebagai 

berikut: 

1. Ekuitas Awal  Rp 7.295.278.703,48 

2. Surplus/Defisit-LO Rp (7.795.530.087) 

3. 

 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/ Kesalahan Mendasar 

Kewajiban untuk dikonsolidasikan 

Rp 

 

7.739.528.537 
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4. Rp  

 Ekuitas Akhir Rp 7.239.277.153,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024 

 

130 

 

 

BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN 

 

6.1 Pembentukan 

Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  55 

Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang diundangkan pada Lembaran Negara Indonesia 

tahun 1999 Nomor 183. Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak 

berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada 

umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi masyarakat 

yang berkembang dalam masyarakat sehingga dipandang perlu meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan 

masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang.  

Pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan 

kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. 

6.2 Geografis 

Secara geografis, Kabupaten Landak memiliki luas 9.909,10 Km2 atau sekitar 6,75% dari 

wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terletak pada Garis Lintang 

00¬01’53,55”-0037’41,04” dan Garis Bujur 109012’13,44”-110015’56,56”. 

6.3 Pemerintahan 

Wilayah Kabupaten Landak terbagi atas 13 (tiga belas) Kecamatan yang terdiri atas 156 

desa. Saat ini Kabupaten Landak dipimpin oleh Bapak Samuel,SE.,M.Si sebagai Pj. Bupati 

Landak periode 2022-2024. 

6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 ) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4); 
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 3); 

 

 

6.5 Strukur Organisasi  

Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Landak per 31 Desember 2023 terdiri dari: 

2. Plt. Kepala Bappeda : Yulianus Edo Natalaga, S,Hut, M.Sc 

3. Sekretaris Bappeda  : Supermin, ST 

3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Fisik dan Prasarana : Leo Broto Seno, 

S.M, M.E. 

4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya : Seno, SE, M.M.. 

5. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan : Yohanes 

Rahmad, S.T 

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan : Eva Oktaviani, S.P, M.A.P. 

Adapun struktur  organisasi Pemerintah Kabupaten Landak adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a) Asisten Pemerintahan, membawahi dan mengkoordinasi : 

1) Bagian Pemerintahan Umum; 

2) Bagian Hukum dan HAM; dan 

3) Bagian Pertanahan. 

b) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan  Rakyat, 

membawahi dan mengkoordinasi : 

1) Bagian Pembangunan; 

2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;  

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan  

c) Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasi: 

4) Bagian Umum dan Rumah Tangga Pimpinan; 

5) Bagian Organisasi dan Tatalaksana; dan 

6) Bagian Humas dan Protokol. 
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2. Sekretariat DPRD Kabupaten Landak. 

3. Dinas Daerah terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

2) Dinas Kesehatan; 

3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; 

4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana 

5) Dinas Lingkungan Hidup; 

6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 

8) Dinas Perhubungan; 

9) Dinas Komunikasi dan Informatika; 

10) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 

11) Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 

12) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; 

13) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 

14) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan 

15) Dinas Perkebunan 

4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 

a) Inspektorat Kabupaten; 

b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

d) Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 

e) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 

f) Rumah Sakit Umum Daerah; dan  

g) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

5. Satuan Polisi Pamong Praja; 

6. Kecamatan; 
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a) Kecamatan Sebangki 

b) Kecamatan Ngabang 

c) Kecamatan Sengah Temila 

d) Kecamatan Mandor 

e) Kecamatan Menjalin 

f) Kecamatan Mempawah Hulu 

g) Kecamatan Menyuke 

h) Kecamatan Meranti 

i) Kecamatan Kuala Behe 

j) Kecamatan Air Besar 

k) Kecamatan Jelimpo 

l) Kecamatan Sompak 

m) Kecamatan Banyuke Hulu 

7. Desa ; dan 

8. Lembaga lain, yakni: Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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